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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan karunianya yang tak ternilai
harganya berupa lingkungan hidup sumber daya hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan
dan merupakan bagian aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat.

Nusa Tenggara Barat memiliki sumberdaya alam yang membentang mulai dari pantai sampai
dengan pegunungan yang kaya akan potensi. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dikelola
dengan sebaik-baiknya secara rasional, arif dan berkeadilan serta bertanggung gugat untuk
sebesar-besar kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Mengingat permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan dimasa mendatang akan semakin
kompleks karena kebutuhan daerah akan pembangunan, maka perlu dirumuskan pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan jangka menengah yang prioritasnya sesuai visi dan misi
pemerintahan daerah Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2019-2023 dalam sebuah rencana
strategis.

Akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Tahun 2019-2023 dapat disusun berkat bantuan pemikiran semua pihak yang telah memberikan
sumbangsihnya. Untuk itu disampaikan apresiasi penghargaan ucapan terima kasih, semoga
bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi upaya kita. Amin.

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Madani Mukarom, BSc.F, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 198903 1 019




KATA PENGANTAR

Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019
merupakan  bentuk  pertanggung jawaban dari  pelaksanaan tugas dan  fungsi
yang  dipercayakan  kepada  instansi  pemerintah  atas = penggunaan  anggaran
melalui  program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

LAKIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban
berdasarkan  perjanjian  kinerja kepada pimpinan unit kerja yang disepakati
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya serta pencapaian  Vvisi
dan misi serta agenda pembangunan Kehutanan yang dijabarkan = melalui
program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penyusunan Laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistematika ~ Laporan  Akuntabilitas  Kinerja ~ Dinas  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan Provinsi NTB meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja,
Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran.

Dengan tersusunnya LAKIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi yang
nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2020.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan
dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan urusan
lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB. Semoga ALLAH SWT meridhoi segala upaya
kita. Aamiin YRA..

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Madani Mukarom, BSc.F, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405 198903 1 019
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan
pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat
pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi
pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB yang terakhir diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan gabungan dari 2 unit
OPD vyaitu Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian. Unsur
lingkungan hidupnya digabung dengan Dinas Kehutanan, kemudian unsur
penelitiannya digabung ke Bappeda Provinsi NTB. Dengan demikian, ruang lingkup
tanggungjawabnya menjadi semakin besar dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Dinas LHK NTB berperan penting dalam pencapaian misi pembangunan
daerah periode 2019-2023, khususnya pada misi ke-4 “"NTB Asri dan Lestari” dan
misi ke-5 “"NTB Sejahtera dan Mandiri”. Program/kegiatan prioritas mengarah pada
pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga menjadi
pendukung dalam pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian tanaman
pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan terhadap PDRB.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang
Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Kehutanan di tingkat Provinsi, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, juga dituntut melakukan
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pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan
menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang
baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Tahun 2020 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja
yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2020. Laporan ini menjadi salah satu
dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanan program kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome
demi terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2020 ini adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTB Tahun 2020.

Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2020

Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK
Provinsi NTB di Tahun 2021

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan
Pilihan Bidang Kehutanan. Dua Organisasi Perangkat Daerah ditautkan. OPD yang
pertama menguasai sumberdaya alam pada hamparan lebih dari 50% dari luas
Provinsi NTB, mulai dari pesisir hingga gunung. OPD kedua, yang kebijakannya
menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat NTB, sekaligus pengendalian
terhadap keberlangsungan seluruh sektor pembangunan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu
pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1.

2
3.
4.
5

Perumusan kebijakan strategis dibidang LHK;

Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang LHK;

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dibidang LHK;
Pelaksanaan administrasi dinas dibidang LHK;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugas.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi NTB dibantu oleh 18 (delapan belas) UPTD vyaitu :

W O No U kA WD

e e e e e
o N OO 1 A W N = O

Balai Laboratorium Lingkungan

Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional

Balai Taman Hutan Raya Nuraksa

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brangrea Pucak Ngengas
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada
. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora

. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa

UPTD tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Usunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis
Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2018.
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Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
sampai dengan bulan Desember 2020 tercatat sebanyak 598 orang termasuk
diantaranya adalah 91 orang Pejabat Struktural dari Eselon II sampai dengan
Eselon 1V, beserta staf sebanyak 507 orang.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB dapat dilihat pada Gambar 1.

4| LAKIP Tahun 2020



KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM KEUANGAN UMUM

BIDANG PENGELOLAAN

BIDANG PENATAAN DAN

BIDANG PLANOLOGI

BIDANG PERLINDUNGAN

BIDANG PENGELOLAAN

SAMPAH DAN PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI,
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN KONSERVASI ALAM REHABILITASI DAN
PENCEMARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| | | | |
SEKSI SEKSI SEKSI PERLINSEKN%IA N DAN SEKSI
PENGELOLAAN SAMPAH PENATAAN LINGKUNGAN PLANOLOGI HUTAN PENGENDALIAN KEBAKARAN REHABILITASI HUTAN
HUTAN DAN LAHAN DAN LAHAN
[ [ [ [ [
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENCEMARAN DAN PENGADUAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PENEGAKKAN HUKUM PENGELOLAAN DAERAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN PENGAWASAN ALIRAN SUNGAI

SEKSI
PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM DAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

SEKSI
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI
PENGOLAHAN HASIL
HUTAN

SEKSI
KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM

SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

UPTD




1.4. Isu Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada
permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait
dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam.

Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya dukung lingkungan belum
optimal, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup semakin
menurun, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan
penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau,
dataran rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap eksploitasi
ilegal sumberdaya alam (illegal logging, illegal fishing, illegal mining) masih
lemah. Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) pada periode RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi NTB beserta
permasalahan yang menjadi isu strategis.

Tabel 1. Kondisi IKLH Tahun 2016-2020

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020*

Indeks 56,53 56,99 75,16 64,56 68,58
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
Kualitas Air 27,19 20,25 74,63 40,23 50,98
Kualitas Udara | 81,20 88,02 87,17 87,40 88,63
Kualitas 60,03 61,27 66,56 65,67 66,74
Tutupan Lahan

Sumber : Dinas LHK, 2020
*nilai bersifat sementara

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah
yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui
penanganan sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa
permasalahan penanganan sampah, terutama pada TPA Kebon Kongok yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya lahan TPA, kurangnya
sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung
peningkatan volume sampah.

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengaruhi kondisi
lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB vyaitu : Kelembagaan
pengelola hutan belum operasional secara optimal, Pemanfaatan potensi
sumber daya hutan masih terbatas serta masih rendahnya nilai tambah produk
kehutanan. Selain itu, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar
kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang tersebar di dalam dan di luar
kawasan hutan.
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Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 578.645,97 Ha atau sekitar 29%
dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat
didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Lahan kritis paling luas
terdapat di Kabupaten Bima yaitu 161.120,5 Ha. Bila dibandingkan dengan luas
wilayah per Kabupaten, persentase kekritisan lahan terbesar berada di Kabupaten
Lombok Utara yaitu 54.74% dari luas wilayahnya. Untuk wilayah didalam kawasan
luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Bima 57,554.79 Ha sedangkan wilayah
diluar kawasan luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Sumbawa 110,814.28
Ha. Perbandingan luas lahan kritis dengan luas daerah per kabupaten tertinggi
untuk wilayah didalam kawasan hutan tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa
Barat yaitu 57.33% sedangkan untuk wilayah diluar kawasan tertinggi terdapat di
Kabupaten Lombok Tengah 53.25%. Faktor penyebab lahan kritis adalah
[perambatan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan,
pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan
zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan
pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

Nilai IKLH NTB yang dicapai tahun 2020 berdasarkan perhitungan masing-
masing nilai IKA dan IKU yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan IKTL yang dihitung secara mandiri oleh Dinas LHK, yaitu
sebesar 68,05. Hal ini berarti, nilai IKLH tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
3,49 poin dari tahun 2019 yang sebesar 64,56. Kenaikan yang signifikan
diakibatkan adanya penyempurnaan metode perhitungan pada komponen IKA.
Pada komponen IKA, Pada tahun 2020 perhitungan IKA disempurnakan kembali
dengan mengacu pada surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020
perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Perhitungan IKA menggunakan 8
parameter, yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Fosfat, Fecal Coliform.
Perhitungannya menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin
tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Sementara pada
komponen IKTL, parameter yang dinilai adalah memperhitungkan tutupan lahan
berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa
pada kawasan hutan, dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan
kemiringan >25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau,
kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Kemudian untuk indeks kualitas
udara (IKU), parameter yang diukur tetap, yaitu SO2 dan NO2.
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Tabel 2. Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2018 - 2020

Aspek 2018 2019 2020

IKLH Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
67,95 75,16 57,09 64,56 57,19 | 68,58*
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

*) nilai bersifat sementara

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air (IKA).
Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan
ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut capaian nilai
IKA Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. Indeks Kualitas Air Tahun 2018 — 2020

2020
NILAI INDIKATOR 2018 2019

Target realisasi
Indeks Kualitas Air 74,63 40,23 25,25 50,98*

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
*) nilai bersifat sementara

Dalam perkembangannya (Tahun 2009-2020) perhitungan IKLH telah
mengalami beberapa kali penyempurnaan Tahun 2018 terdapat 2 indikator yang
disempurnakan yaitu IKA dan IKTL. Di tahun 2020, jumlah parameter disesuaikan
kembali sesuai dengan surat Dirjen PPKL perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-
2024 sebanyak 8 parameter. Data time series di atas nilainya fluktuatif dan
cenderung tidak dapat dibandingkan perkembangannya dikarenakan
menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda. Terdapat peningkatan
nilai IKA sebesar 10,75 poin dari Tahun 2019 ke 2020. Peningkatan nilai IKA
diindikasikan adanya perbaikan nilai parameter menjadi lebih baik dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan berasal dari upaya strategis dalam
rangka penanganan dan pengendalian kualitas air sungai di NTB.

Komponen lainnya dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara.
Capaian nilai IKU Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator Kualitas Udara 2018-2020

Capaian
Indikator

2018 2019 Target 2020 Realisasi 2020

Indeks Kualitas Udara 87,17 87,40 88,53 88,63*

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
*) nilai bersifat sementara
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Melihat perkembangan/tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan nilai IKU
sebesar 1,23 poin dari Tahun 2019 ke 2020. Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan
dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara
secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut
aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan monev unit usaha/kegiatan melalui
PROPER), serta secara teknis melalui penanaman seluas 10.270,5 ha yang dapat
berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan polusi udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu komponen dari
IKLH yang digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan
pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Data capaian IKTL 2018-2020 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2018-2020

. Capaian Realisasi
Indikato Target 2020
raror 2018 2019 1 2020
Indeks Kualitas
Tutupan Lahan 66,56 65,67 60,13 66,74*

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
*) nilai bersifat sementara

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di
atas 60 selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan
dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK dalam rangka
industrialisasi sektor kehutanan, serta pengamanan hutan.

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan
keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan
keamanan hutan belum terpetakan dengan baik sehingga lokasi dan intensitas
gangguan tidak dapat diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan
hutan yang efektif dan efisien.

Data hasil identifikasi pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa luas
perambahan di Provinsi NTB mencapai 96.238,24 hektar dengan perambahan
terluas berada di BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa vyaitu seluas
17.140,20 hektar. Sebagian besar lahan perambahan saat ini telah berubah fungsi
menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi
namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang berpotensi
menimbulkan bencana banijir jika tidak ditangani dengan segera.

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting
pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan
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1.5.

masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan
masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil
panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Berdasarkan overlay data desa sekitar kawasan hutan dan rekomendasi 500 desa
miskin yang dirilis oleh Bappeda NTB, didapatkan sebanyak 200 desa miskin yang
berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan
paling banyak tersebar di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48 desa (24%)

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan
kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya
manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi
NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang sudah
berjalan s/d 2020 adalah 47.629,64 Ha. Diharapkan konsep Perhutanan Sosial
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan
dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan
masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas
dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan
Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB. Pada bab ini diuraikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin diraih oleh masing-masing seksi/bidang/balai serta kaitannya
dengan visi dan misi Dinas LHK NTB. Rencana kinerja tahun bersangkutan
disajikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program dan
indikator keberhasilannya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian
Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya.
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2.1.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB harus menyusun perjanjian kinerja dan mempertanggungjawabkannya
sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya yang telah ditetapkan
secara optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana Strategis
2019-2023 dan didetilkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: “Membangun
Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan visi tersebut diharapkan NTB
dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional sekaligus merupakan
komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus
diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian
menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi
luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat
yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun
2018 - 2023. Dari keenam misi tersebut, yang terkait langsung dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

a) Misi 4 NTB ASRI dan LESTARI melalui Pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;

b) Misi 5 NTB SEJAHTERA dan MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inkslusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Pada Misi 4, Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab
atau OPD utama. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Fungsi Ekologi
Lingkungan Hidup dengan indikator yaitu meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan pada Misi 5, Dinas LHK NTB berposisi
mendukung OPD lainnya. Adapun tujuan Misi kelima adalah Terwujudnya
Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam dengan indikatornya vyaitu
meningkatnya Produktivitas Total Daerah.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup
dan sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung
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Lingkungan Hidup terdapat tiga strategi dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu

a. Strategi Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai,
danau, laut, dan sumber air dengan arah kebijakan Menurunkan beban
polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi,
masyarakat dan pemerintahan;

b. Strategi Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas
kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan
Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan;

c.  Strategi Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dengan arah kebijakan
Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah.

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya peningkatan Nilai Tambah Sumber
Daya Alam dan sasaran Meningkatnya produksi Sektor Primer, strategi yang
ditempuh yaitu Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan
arah kebijakan Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis
industrialisasi.
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Tabel 6 Tujuan dan Sasaran dalam dokumen RENSTRA Dinas LHK NTB 2019-2023

No o _ Indikator Indikator ] K0|_1disi ] .
Misi Tujuan Tujuan (IKU) Sasaran Sasaran Kinerja Awal Periode RPJMD Kondisi
(IKK) RPIJMD Akhir
(2023)
2017 2018 2019 2020 2021 @ 2022 2023
1.  Misi4 NTB ASRI Meningkatnya = Indeks Kualitas = Meningkatnya 56.99 57.03 57.09 @ 57.19 57.29 | 57.39 57.49 57.49
dan LESTARI: Fungsi Ekologi | Lingkungan Kualitas, Daya
melalui Lingkungan Hidup (IKLH) Dukung dan
Pengelolaan Hidup Daya Tampung
sumber daya Lingkungan Hidup
alam
dan lingkungan
yang
berkelanjutan
Indeks 20,25 20,25 22,75 = 25,25 27,75 | 30,25 32,75 32,75
Kualitas Air
Indeks 88,02 88,37 88,45 88,53 89,01 | 89,09 89,17 89,17
Kualitas Udara
Indeks 61,27 NA 60,03 = 60,13 60,23 ' 60,33 60,43 60,43
Kualitas
Tutupan Lahan
Neraca 50.00 51.00 60.00 @ 75.00 90.00 100.00 100.00 100.00
Pengolahan

sampah (%)
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Misi 5 NTB
SEJAHTERA
dan
MANDIRI:
melalui
penanggulang
an
kemiskinan,
mengurangi
kesenjangan
dan
pertumbuhan
ekonomi
inkslusif
bertumpu
pada
pertanian,
pariwisata
dan
industrialisasi

Terwujudnya
peningkatan
Nilai Tambah
Sumber Daya
Alam

Produktivitas
Total Daerah
(Rp 000)

Meningkatnya
produksi
Sektor Primer

Kontribusi
sektor
kehutanan
terhadap
PDRB (%)

2,153
.50

21.97
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2.2,

Indikator Kinerja Utama

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator
Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada
sasaran strategis dalam RPIJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Berikut ini adalah Indikator Kinerja Dinas LHK NTB mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Provinsi NTB.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

NTB
KINERJA INDIKATOR .
No | UTAMA/SASARAN | KINERIA | PEIJELASAN (ormuasi Pengukuran
STRATEGIS UTAMA !
1. | Meningkatnya Indeks Kualitas | Target IKA : 25,25
Kualitas Daya Air Formulasi : Jumlah parameter yang
Dukung dan Daya digunakan bertambah dari
Tampung tahun sebelumnya menjadi 10
Lingkungan Hidup parameter, yaitu DO, fecal

coliform, COD, pH, BOD, NH3-
N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS
bdengan perhitungan
berdasarkan bobot dan
transformasi nilai sub-indeks
parameter kualitas air yang
ditetapkan dalam metode
Indeks Kualitas Air modifikasi
Indonesia (perhitungan
dilakukan KLHK)

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas
air di sungai prioritas nasional

Indeks Kualitas | Target IKU : 88,53
Udara Formulasi : perhitungan berdasarkan 2
pencemar udara SO2 dan NO2
Sumber data : pemantauan kualita udara
pada kawasan-kawasan
transportasi, pemukiman,
industry dan komersial

Neraca Target : 75

Pengelolaan Formulasi : Akumulasi Persentase

Sampah penanganan timbulan sampah
di TPA Regional dengan
persentase pengurangan
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KINERJA
No | UTAMA/SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran,
Tipe Perhitungan, Sumber Data)

sampah oleh bank sampah
binaan dinas LHK

Sumber data : data jumlah sampah yang
ditangani pada TPA Regional
dan jumlah sampah terkelola
oleh bank sampah binaan dinas
LHK

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

Target : 60,13

Formulasi : memperhitungkan tutupan
lahan berupa tutupan hutan
dengan menambahkan
tutupan belukar dan belukar
rawa pada kawasan hutan,
dan kawasan yang memiliki
fungsi lindung (lereng dengan
kemiringan > 25%) dan
sempadan sungai, danau,
pantai, ruang terbuka hijau,
kebun raya, dan taman
keanekaragaman hayati
(perhitungan oleh KLHK)

Sumber data : Hasil analisis citra satelit
tutupan lahan dan dinamika
vegetasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan
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terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dikelolanya. Untuk Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB
diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
dengan Gubernur NTB.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian
keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi /
organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dapat
dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tahun 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas, Daya | Indeks kualitas air 25.25
Dukung dan Daya Tampung | Indeks kualitas udara 88.53
Lingkungan Hidup Indeks kualitas 60,13
tutupan lahan
Neraca pengelolaan 75 %
sampah
2 Meningkatnya produksi Pertambahan Nilai
sektor Primer PDRB sektor 21.90 %
kehutanan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait
yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Salah satu bentuk akhir pertanggung
jawaban adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Akuntabilitas Kinerja).
Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil
pelaksanaan kegiatan kepada publik / Masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu
tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran
kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan
OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati
dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian
kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk
menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator
kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan/program/kegiatan Penetapan
indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 yang telah mendapatkan
pengesahan.

Pengukuran  kinerja  dilaksanakan sesuai  dengan  Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi
dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik triwulanan dan
tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan
kinerja instansi pemerintah.
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Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat memberikan
penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang telah ditetapkan
dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1

Capaian Kinerja berdasarkan Target RENSTRA

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tahun anggaran 2020
berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas LHK 2019-2023
adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Tabel 9. Capaian Sasaran 1 dalam Target Renstra 2019-2023

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
(%)
(0] 2 (&) (C)) (6] ()
1. | Meningkatnya Indeks Kualitas 57,19 68,58%* 119,9
Fungsi Ekologi Lingkungan
Lingkungan Hidup | Hidup (IKLH)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020
Catatan : *)nilai sementara

Sasaran ini didukung oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator
kinerjanya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja
pengelolaan lingkungan hidup secara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi
dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH masih menggunakan 3 indikator
yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur dengan perhitungan 10 parameter,
Indikator Kualitas Udara yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan
Indikator Kualitas Tutupan Lahan yang diukur dengan mempertimbangkan aspek
konservasi rehabilitasi, dengan parameter Luas tutupan hutan, kondisi tutupan hutan,
dan konservasi sepadan sungai/danau/pantai. Sampai dengan saat ini, data nilai IKLH
belum dipublikasikan oleh Pusdatin. Namun, Dinas LHK NTB telah melakukan
perhitungan IKLH secara mandiri yang nilainya sebesar 68,05. Angka ini bersifat
sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan rilis yang akan dikeluarkan
secara resmi oelh Pusdatin KLHK.

Tabel 10. Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
T R C T R C T R C T R C T C
67,84 | 56,53 | 83,32 | 67,89 | 56,99 | 83.94 | 67,95 | 75,16 | 110,61 | 57,09 | 64,56 | 113, | 57,19 | 68,58* | 119,
% % % 08% 9%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Catatan : T adalah Target, R adalah Realisasi, dan C adalah Capaian
*)nilai sementara

18| LAKIP Tahun 2020




Data time series di atas nilainya fluktuatif dan cenderung tidak dapat dibandingkan
perkembangannya dikarenakan menggunakan metode perhitungan yang berbeda-
beda.

Kementerian LHK belum secara resmi merilis nilai IKLH 2020 untuk Provinsi
NTB. Angka IKLH 2020 yang tertera di atas masih merupakan angka estimasi yang
dilakukan oleh Dinas LHK, dikarenakan data IKTL belum dirilis oleh Ditjen KLHK
terkait, sehingga masih menggunakan angka estimasi perhitungan mandiri.
Sedangkan untuk IKA dan IKU nilainya sudah dipublish di website resmi masing-
masing Ditjen KLHK yang terkait. Nilai estimasi IKLH 2020 dihitung berdasarkan
IKA 2020 sebesar 50,98 poin, IKU 2020 sebesar 88,63 poin, dan IKTL 2020 sebesar
66,74 poin.

Nilai IKLH nasional belum tersedia sehingga belum dapat diperbandingkan dengan
nilai estimasi IKLH 2020. Namun terdapat penurunan angka baik nasional maupun
Provinsi NTB. Nilai IKLH di kurun waktu 2018-2020 cenderung fluktuatif karena

di periode tersebut dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKA dan IKTL
setiap tahunnya, sedangkan metode perhitungan IKU cenderung tetap.

Tabel 11. Perbandingan Nilai IKLH NTB dengan IKLH Nasional

Aspek 2017 2018 2019 2020
IKLE Nasional | NTB | Nasional | NTB | Nasional | NTB | Nasional | NTB
66,46 | 56,99 | 71,67 | 75,16 | 66,55 | 64,56 NA 68,05*
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
Catatan : *)nilai sementara
b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Tabel 12. Capaian Sasaran 2 dalam Target Renstra 2019-2023
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian
2. | Meningkatnya Angka Kemiskinan 12,75 NA NA

Pertumbuhan Ekonomi
yang berkualitas

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan
utama untuk menjadi sebuah negara atau daerah yang maju. Pertumbuhan ini
ditandai dengan adanya transformasi ekonomi melalui penguatan sektor,
berkembangnya industri manufaktur, modernisasi sektor jasa, berkembangnya
inovasi dan yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketersediaan lapangan
kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah, perlu
dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi
dan keunggulan daerah. Berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat mendukung
upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mengurangi angka kemiskinan. Strategi
umum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB adalah meningkatkan
investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan.
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Di sektor Kehutanan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung
upaya pemerintah untuk tkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian dari
upaya mengurangi angka kemiskinan antara lain :

1. Membangun kerjasama mendukung upaya industrialisasi kehutanan (kayu dan
bukan kayu)

a. Industri Kayu Lima Sejahtera (Lombok Tengah). Kapasitas 40 kubik
sehari, Pasar lokal, nasional dan eksport. Tahun 2020 berhasil ekspor ke
Maroko sebesar 100 kubik pada Agustus 2020.

b. Industri Minyak Atsiri (berlokasi di Lombok Utara, Lombok Timur dan
Sumbawa), untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional dan eksport
(bekerjasama dengan PT. Sanggar Agro, PT. Aromatik Nusantara dan
PT. Galih Tulen)

c. Industri Bambu di P. Lombok, bekerjasama dengan PT. BambuBos dan
PT. IndoBambu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal (hotel),
kerajinan dan material bambu laminasi

d. Industri pabrik pakan ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan tanaman
Lamtoro (Lamtoro Beef kerjasama dengan Unram) yang berlokasi Pulau
Sumbawa dan kerjasama dengan PT. Usaha Rakyat di Sekotong Lobar.

2. Menyediakan bahan baku untuk pengembangan industrialisasi kehutanan
a. Melalui kerjasama kemitraan dengan lokasi areal Perhutanan Sosial dan
Hutan Rakyat
b. Mengusulkan [IUPHHK-HTI di Pulau Sumbawa untuk bahan baku kayu
lapis, 6.000 Ha (sedang dalam proses)
c. Terdapat 12 lokasi yang tersebar di seluruh NTB yang akan menjadi
cikal bakal industrialisasi kehutanan
3. Meningkatkan kualitas SDM
a. Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani hutan dan masyarakat,
terutama pada kelompok perhutanan sosial, yaitu pada 225 kelompok
HKm dengan 37.107 org anggota

4. Pelibatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan, terutama terkait
dengan HHBK dan Jasling

a. Memastikan pendampingan dan pembinaan terhadap 486 desa yang
berbatasan dengan kawasan hutan

b. Terdapat 56 desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan
kelompok HHBK dan Jasling, pelaksanaan kegiatannya berupa fasilitasi
bantuan sarpras pengolahan HHBK, peningkatan sarpras di lokasi
wisata, serta pembinaan kelompok tani hutan

c. Total sampai tahun 2020 Terdapat 152 desa sekitar hutan yang
diberdayakan berbasis perhutanan sosial, kegiatannya meliputi
pembinaan dan monitoring KTH, Fasilitasi peningkatan kelas KTH,
penanaman, dan sosialisasi RHL
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d. Mengembangkan produksi HHBK yang jenisnya disesuaikan dengan

kondisi setempat dan permintaan kelompok masyarakat. Selain dalam
rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dalam
rangka mendukung industrialisasi kehutanan. Berkembangnya industry
kehutanan diharapkan akan dapat memastikan tersedianya pasar bagi
produk-produk kehutanan yang dibudidayakan oleh masyarakat dan
KPH

Pelibatan masyarakat sebagai tenaga pengamanan hutan

Dalam rangka memastikan peran serta aktif masyarakat dalam mendukung
perlindungan kawasan hutan, Dinas LHK NTB telah merekrut sebanyak 558
orang masyarakat sekitar kawasan sebagai tenaga pengamanan hutan. Selain

sebagai tenaga pendukung untuk melaksanakan pengamanan hutan, upaya

rekrutmen ini juga mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan karena
seluruh yang direkrut mendapatkan kepastian penghasilan dengan standar
mengikuti Upah Minimum Provinsi. Dalam satu kegiatan, bisa memenuhi 2
aspek, yaitu aspek ekonomi dan ekologis

6. Legalitas/landasan hukum

a.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Hutan

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Bagi Hasil
Pemanfaatan Hutan

3.1.2 Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tahun anggaran 2020
berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB adalah
sebagai berikut :

Tabel 13. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Ol @ @ [ @ 3)
1. | Meningkatnya Kualitas, | 1.1 Indeks kualitas air 25,25 50,78* | 198.01%
Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan 1.2 Indeks kualitas 88,53 88,63* 100,11%
Hidup udara
1.3 Indeks kualitas 60,13 66,74* 109,99%
tutupan laha
1.4 Neraca 75 % 45,25% 60%
pengelolaan
sampah
2. | Meningkatnya produksi | 2.1. Pertambahan Nilai | 21,90 % 0,09% 0,41%
sektor Primer PDRB sektor
pertanian tanaman
pangan,
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peternakan,

perkebunan,
perikanan&
kehutanan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Catatan : *)nilai sementara

a. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup
Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja antara lain Indeks Kualitas
Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Neraca
Pengelolaan Sampah. Selanjutnya penjelasan terhadap capaian target Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 dan upaya strategis yang dilakukan untuk mendukung capaian
perjanjian kinerja dijelaskan secara rinci dibawah ini.

1. Indeks Kualitas Air

Target ¢ 25,25
Realisasi : 50,98
Uraian :

Capaian Kinerja Tahun 2020

Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020 dihitung mempertimbangkan segmen hulu,
tenggah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk mendapatkan data IKA,
sampel diambil di Sungai prioritas nasional yaitu Jangkok, Meninting, dan Moyo.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil.
Capaian indikator Indeks Kualitas Air tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut
ini.

Tabel 14. Indeks Kualitas Air Tahun 2016 — 2020

NILAI INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Air 27,19 20,25 74,63 40,23 50,98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Data IKA NTB 2020 belum secara resmi dipublikasikan melalui buku IKLH seperti
tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020, Kementerian LHK melalui
Ditjen Pengendalian Pencemaran Air sudah melakukan upaya percepatan rilis data
melalui website resminya yaitu sebesar 50,98 poin.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Terdapat peningkatan nilai sebesar 10,75 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan
nilai IKA Tahun 2020 disebabkan karena serangkaian upaya peningkatan kualitas
air secara komprehensif, baik secara administratif maupun teknis yang dilakukan
oleh Dinas LHK.
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Nilai IKA 2020 sudah melampaui target jangka menengah dalam Renstra. Hal-hal
pendukung tersebut antara lain ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan
lingkungan sesuai dengan ijin lingkungannya, penyelesaian sengketa lingkungan
hidup, dokumen KLHS yang telah memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan,
penguatan komitmen Desa/Kelurahan sebagai basis pengurangan sampah,
sosialisasi pemilahan sampah dan aksi bersih sampah mulai dari tingkat rumah
tangga, komunitas, organisasi , dan instansi pemerintah.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Nilai IKA NTB 2020 belum dapat dibandingkan dengan IK A nasional karena belum
terdapat rilis IKA Nasional secara resmi.

Tabel 15. Perbandingan Nilai IKA NTB dengan IKA Nasional

2016 2017 2018 2019 2020

Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB

60,38 | 27,19 | 58,68 | 20,25 | 72,77 | 74,63 | 52,62 | 40,23 | NA | 50,98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Peningkatan nilai IKA diindikasikan adanya perbaikan nilai parameter menjadi
lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan berasal dari
upaya strategis dalam rangka penanganan dan pengendalian kualitas air sungai di
NTB. Pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB secara administratif
antara lain :

1. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap 51 dokumen lingkungan;

2. Melakukan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup terhadap 14
kasus lingkungan

3. Melakukan validasi terhadap 8 dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS);

4. Partisipasi masyarakat melalui program Adiwiyata dan Kampung Iklim;

5. Monitoring dan evaluasi PROPER kepada 17 pelaku usaha (kegiatan sumber
dana APBN);

6. Kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak;

7. Penguatan komitmen Desa/Kelurahan sebagai basis pengurangan sampah.
Aktifasi Sarpras yang sudah tersedia;

8. Penyusunan SOP Pengelolaan Sampah oleh setiap pengelola kawasan hutan
(BKSDA, TNGR, TNGT, Tahura, KPH), kerjasama dengan komunitas pecinta
lingkungan (LOC, LCC, TCC, dll) untuk kawasan pesisir, pembagian zonasi
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10.
11.

untuk sungai yang akan dikerjasamakan dengan KMPS, BWS TNI dan POLRI,
untuk kawasan khusus berkejasama dengan NGO/LSM salah satunya GIZ
untuk kawasan penyangga KEK Mandalika.

Penyusunan DED TPST RDF & SRF di TPAR Kebon Kongok

Monitoring, evaluasi dan pembinaan BSU, BSIR tahun 2018 dan 2019
Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. Indonesia Power untuk zero
waste energy dan pengembangan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan fasilitas
pelayanan kesehatan/fasyankes

Dinas LHK juga telah melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas air secara

teknis antara lain:

1.

Pemberian bantuan sarpras pengurangan sampah, yaitu pengolah maggot (2
paket), pelet sampah (1 paket), dan sampah plastik (2 paket), serta bantuan
motor sampabh listrik (2 unit)

Pembuatan Biopori di Desa Local Champion dan Kota Mataram (100 unit)
Clean up timbulan sampah di sungai/pantai, Jalan Nasional /Provinsi dan lokasi
strategis (79 Lokasi teridentifikasi)

Sosialisasi Zero Waste dengan memberdayakan local champions (47 lokasi)
Kampanye Zero Waste melalui sosial media, leaflet, sticker, spanduk, dll
Bantuan alat biopori manual 25 set dan mesin bor biopori untuk Desa Wisata 20
unit

Bantuan tong komposter 100 unit

Pembuatan lubang dan sumur biopori (1.000 lubang dan 100 unit)
Pembangunan incinerator LB3 infeksius Fasyankes di TPST Lemer
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v' Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan kajian
mengenai dampak penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan. Pada
tahun 2020, Dinas LHK NTB selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB
telah melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap 51 dokumen lingkungan,
antara lain :

Dokumen Amdal : 11 dokumen
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan : 26 dokumen
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup : 3 dokumen
(DELH)

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup : 8 dokumen
(DPLH)

Dokumen Adendum Amdal : 3 dokumen

Dinas LHK NTB melaksanakan pengecekan tapak proyek usaha dan/atau kegiatan
yang sedang dalam proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL, untuk
memastikan bahwa di rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan belum dilakukan
kegiatan konstruksi, kesesuaian antara lokasi di lapangan dengan lokasi yang
tercantum di dalam dokumen lingkungan.

v' Melaksanakan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta
mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan
hidup

Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, Dinas
LHK NTB melakukan upaya penyelesaian kasus lingkungan yang berasal dari
masyarakat/instansi sebanyak 9 aduan selama TA. 2020.

Beberapa upaya tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan antara lain :

1. Pertemuan dan pemberian penjelasan prosedur perubahan ijin lingkungan

2. Peninjauan lapangan terkait penanganan IPAL

3. Pemberian surat teguran kepada perusahaan yang terbukti melakukan
pelanggaran

4. Pengambilan sampel air limbah dan udara di lokasi usaha/ kegiatan

5. pembahasan hasil uji laboratorium terhadap mata air, air laut, air sumur dan
media tanah
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v' Memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL
kepada para pelaku usaha/kegiatan

Kegiatan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk melihat
kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di
lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana pengelolaan
lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada Tahun
2020, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan
pada 5 unit usaha/kegiatan antara lain :

1. PT. Pertamina Patra Niaga, Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong, Kab.
Lombok Barat

Pertamina DPPU BIL Kabupaten Lombok Tengah

PLTMH Santong

PT. Esa Sampoerna Agro

Dermaga wisata di Dusun Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota,
Kota Bima

v" Validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

ok w

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan.

Dokumen KLHS wajib disusun dalam penyusunan atau evaluasi dokumen rencana
pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi kawasan dan
Kebijakan/Rencana/Program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko
lingkungan hidup. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan
keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam
pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya
dampak negative suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap
Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Dinas LHK NTB berwenang untuk melakukan validasi terhadap dokumen KLHS
yang diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2020, Dinas LHK telah memberikan
rekomendasi validasi terhadap 8 dokumen KLHS, diantaranya ialah 3 dokumen
KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 2 dokumen KLHS Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), 2 dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan 1 dokumen Revisi RPJIMD.

v Partisipasi masyarakat melalui program Kampung Iklim
Masyarakat dapat berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai
cara, salah satunya ialah melalui program yang digagas oleh Kementerian LHK
yaitu Kampung Iklim.
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Program gagasan Kementerian LHK ini fokus pada pemberdayaan desa dalam
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayahnya. Di Tahun 2020,
terdapat 2 lokasi kampong iklim yang mendapat kategori Proklim Utama, yaitu : 1)
Dusun Joben Desa Pesanggrahan Kec Montong Gading Kab Lombok Timur, dan
2) Dusun Dasan Agung Kebun Indah Desa Tanah Beak Kec Batukliang Utara Kab
Lombok Tengah.

v' Kegiatan lain bersumber dari dana APBN

Kegiatan PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.. Terdapat beberapa aspek
penilaian yang menjadi bahan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup bagi pelaku
usaha, yaitu : (1) Kewajiban dokumen lingkungan, (2) Kewajiban Pengendalian
Pencemaran Air, (3) Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara, (4) Kewajiban
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dinas LHK NTB
melakukan pembinaan dan penilaian atas kepatuhan pelaku usaha untuk
melaksanakan kewajiban pengelolaan LH sesuai dengan aspek tersebut.

Dalam upaya meningkatkan indeks kualitas air, evaluasi PROPER fokus pada
upaya pelaku usaha dalam pengelolaan limbah cair dan B3. PelaKu usaha
diwajibkan untuk wajib taat terhadap titik penataan pemantauan, pemenuhan
parameter dan baku mutu sesuai peraturan berlaku, dan pelaporan rutin ke Dinas
LH Kab/Kota, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Sebanyak 19
perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 15 perusahaan sudah taat, 2 perusahaan
lainnya masih perlu penyempurnaan dalam upaya-upayanya, 1 perusahaan tidak
sempat dilakukan inspeksi karena baru diajukan pada APBN Perubahan dan masa
inspeksi lapangan sudah lewat, dan 1 perusahaan sisanya telah berhenti beroperasi
saat inspeksi dilakukan.

Tabel 16. Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2020

No | Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor | Kab/Kota Peringkat
PROPER
1 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kab. Dompu
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD
Dompu
2 | PT. PLN (Persero) Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD Energi Migas PLTD Sumbawa
Taliwang Barat
3 | PT. Amman Mineral | Pertambangan Tambang Kab.
Nusa Tenggara Energi Migas Mineral Sumbawa

Barat
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No | Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor | Kab/Kota
4 | CV. Harum Manis | Pertambangan | Air Minum Kota
(Netral) Energi Migas Dalam Mataram
Kemasan
5| PT. Narmada Awet| Agroindustri | Air Minum Kab.
Muda Dalam Lombok
Kemasan Barat
6 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kab.
(Persero)  Marketing | Energi Migas Distribusi Lombok
Operation Region V Tengah
DPPU Bandara
Interational Lombok
7 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kota
(Persero)  Marketing | Energi Migas Distribusi Mataram
Operation Region V
TBBM Ampenan
8 | PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kab.
(Persero)  Marketing | Energi Migas Distribusi Sumbawa
Operation Region V
TBBM Badas
9| PT. Pertamina | Pertambangan Migas Kota Bima
(Persero)  Marketing | Energi Migas Distribusi
Operation Region V
TBBM Bima
10 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kota
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Mataram
Ampenan
11 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kota Bima
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD
Bima
12| PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Sumbawa
Labuhan Sumbawa
13 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kota Bima
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD
Niu Bima
14 | PT. PLN (Persero) | Pertambangan Energi Kab.
Unit Layanan PLTD | Energi Migas PLTD Lombok
Paok Motong Timur
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No | Nama Perusahaan Sektor Sub Sektor | Kab/Kota Peringkat
PROPER
15 | PT. PLN Batam PLTG | Pertambangan Energi Kab.
MPP50 MW Jeranjang | Energi Migas PLTG Lombok
Barat
16 | PT. PLN (Persero) IP | Pertambangan Energi Kota
UJP PLTU Jeranjang Energi Migas PLTU Mataram
17 | PT. Lombok Energy | Pertambangan Energi Kab.
Dynamics (LED) Energi Migas PLTGU Lombok
Timur

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja indikator
kualitas air yaitu :

1)  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan melalui kegiatan :

a. Pemantauan Kualitas Lingkungan, dukungan kinerja meliputi pemantauan
kualitas air sungai, udara , dan air laut

b. Pengkajian Dampak Lingkungan, upaya yang dilakukan yaitu penilaian
dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL, kunjungan lapangan sebagai rangkaian
proses penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan atau persetujuan UKL-
UPL, monitoring dan evaluasi ke dunia usaha terkait pelaksanaan izin
lingkungan

c. Pengendalian Kerusakan Lingkungan, pelaksanaan kegiatan meliputi verifikasi
pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta mengintensifkan pengawasan
dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

d. Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dinas LHK NTB sebagai instansi
yang berwenang mengeluarkan rekomendasi validasi bagi kab/kota yang
menyusun dokumen KLHS

e. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, upaya yang dilakukan antara lain
pelibatan masyarakat melalui program Kampung Iklim

f.  Pengelolaan laboratorium lingkungan, penyusunan dokumen mutu sistem
manajemen laboratorium sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan laboratorium
lingkungan, pelaksanaan jaminan mutu hasil uji lab melalui uji profisiensi dan
kalibrasi alat laboratorium
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja indeks kualitas air, dibutuhkan dukungan dari 1 (satu) program yaitu Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 17. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

N Indikator Program/ Kinerja Keuangan o
Kinerja Kegiatan Satuan Efisiensi
o Sasaran Target | Realisasi | % Target Realisasi %
1 | Indeks Pengendalia | Cakupan 10 10 100 | 1.189.356.422 | 1.091.543.592 | 91,77 | Efisien
Kualitas Air | n lokasi yang
Pencemaran | dikendalikan
dan kualitas air
Perusakan | dan
Lingkungan | udaranya
Hidup (lokasi)
Pemantauan | Jumlah titik 70 77 110 1.000.000 1.000.000 100 | Efisien
Kualitas pemantauan
Lingkungan | baku mutu
udara dan
airnya
Pengendalia | Jumlah 10 14 140 41.996.000 41.996.000 100 | Efisien
n kasus
kerusakan
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Indikator
Kinerja
Sasaran

=]

E:ggi;?z/ Satuan Kinerja Keuangan Efisiensi
Target | Realisasi | % Target Realisasi %
Kerusakan | lingkungan
Lingkungan | yang
ditangani
(kasus)
Pengelolaan | Jumlah 10 8 80 451.438.422 416.593.422 | 99,90 | Efisien
Kebijakan | KLHS yang
Lingkungan | divalidasi
Hidup (dokumen)
Peningkata | Jumlah 300 300 100 40.360.000 39.510.000 Efisien
n Kapasitas | masyarakat
Lingkungan | yang
Hidup ditingkatkan
kapasitasnya
dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup
(orang)
Pengkajian | Jumlah 10 51 460 22.894.700 22.794.000 Efisien
Dampak Amdal/UKL
Lingkungan | -
UPL/DELH/
DPLH yang
dikaji dan
dinilai
(dokumen)
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Indikator
Kinerja
Sasaran

=]

E:ggi;?z/ Satuan Kinerja Keuangan Efisiensi
Target | Realisasi | % Target Realisasi %
Pengelolaan | Jumlah 5 15 300 631.667.300 569,650,170 | 90,18 | Efisien
laboratoriu | parameter
m yang dapat
lingkungan | di uji di Lab
(parameter)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Tabel 18. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Aspek Penggunaan Sumber Daya

Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
N Kinerja II’;‘ogram/ Satuan Waktu .
o Sasaran egiatan Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
1 | Indeks Kualitas | Pengendalia | Cakupan
Air n lokasi yang
Pencemaran | dikendalikan
dan kualitas air
Perusakan | dan
Lingkungan | udaranya
Hidup (lokasi)
Pemantauan | Jumlah titik | Hampir seluruh Seksi Pengendalian | Pengambilan Sarpras penunjang
Kualitas pemantauan | anggaran Pencemaran dan sampel kualitas seperti mobil
Lingkungan | baku mutu dirasionalisasi Kerusakan air sungai, udara, | operasional khusus
udara dan dalam rangka Lingkungan hanya | dan air laut sudah | untuk kebutuhan
airnya penanganan memiliki 2 orang sesuai dengan sampling belum
covid-19 staf teknis dan 1 jadwal tersedia
orang kepala seksi
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Indikator
N Kinerja
0 Sasaran

Aspek Penggunaan Sumber Daya

PrOg.ram/ Satuan Waktu
Kegiatan Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
Pengendalia | Jumlah Hampir seluruh Seksi Pengendalian | Pengaduan/kasus | Mobil operasional
n kasus anggaran Kerusakan segara untuk kebutuhan
Kerusakan | kerusakan dirasionalisasi Lingkungan hanya | ditindaklanjuti survey lapangan
Lingkungan | lingkungan | dalam rangka memiliki 1 orang setelah ada belum tersedia
yang penanganan staf teknis laooran resmi
ditangani covid-19 yang masuk ke
(kasus) Dinas LHK
Pengelolaan | Jumlah Anggaran validasi | Seksi Penataan pelaksanaan Tim validasi KLHS
Kebijakan | KLHS yang | KLHS tersedia Lingkungan hanya | validasi KLHS beserta
Lingkungan | divalidasi memiliki 1 orang dilaksanakan sekretariatnya telah
Hidup (dokumen) staf teknis tepat waktu sesuai | dibekali bimbingan
jadwal teknis dan
kompetensi terkait
KLHS
Peningkata | Jumlah Hampir seluruh Seksi Pengendalian | pelaksanaan Sudah memadai
n Kapasitas | masyarakat | anggaran Perubahan Iklim sosialisasi sekolah
Lingkungan | yang dirasionalisasi hanya memiliki 1 adiwiyata dan
Hidup ditingkatkan | dalam rangka orang staf teknis kampung iklim
kapasitasnya | penanganan dilaksanakan
dalam covid-19 tepat waktu sesuai
pengelolaan jadwal dan
lingkungan jumlah peserta
hidup sesuai dengan
(orang) target
Pengkajian | Jumlah Hampir seluruh Seksi Analisis Pelaksanaan Sudah memadai
Dampak Amdal/UKL | anggaran Dampak kegiatan telah
Lingkungan | - dirasionalisasi
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Indikator
N Kinerja
0 Sasaran

Aspek Penggunaan Sumber Daya

Program/ Satuan Wakt
Kegiatan aktu ;
g Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
UPL/DELH/ | dalam rangka Lingkungan tidak | tepat waktu sesuai
DPLH yang | penanganan memiliki staf teknis | dengan jadwal
dikaji dan covid-19
dinilai
(dokumen)
Pengelolaan | Jumlah Anggaran Tenaga analis Pelaksanaan Masih terdapat
laboratoriu | parameter pengembangan terampil yang pengembangan beberapa alat uji
m yang dapat | laboratorium berstatus ASN lab sudah sesuai | yang belum tersedia
lingkungan | diuji di Lab | sudah tersedia masih terbatas dengan rencana
(parameter) kerja 5 tahunan,

yatitu sudah
mampu menguji
35 parameter
sampai dengan
Tahun 2020, dan
PAD yang dihasil
melebihi target

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi target kinerja dan anggaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pencapaian berbagai kinerja kegiatan di atas akan menunjang pada pencapaian peningkatan nilai IKA
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2. Indeks Kualitas Udara

Target : 88,53
Realisasi : 88,63
Uraian :

Capaian Kinerja Tahun 2020

Parameter selanjutnya adalah Kualitas udara yaitu parameter yang menunjukkan
kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan
masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-
satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan dilaksanakan
menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi,
Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan

NO2.
Tabel 19. Data Kondisi Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)
NILAI
INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Rualitas 81,2 88,02 87,17 87,40 88,63
Udara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Melihat tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya cenderung meningkat dari
tahun ke tahun. Terdapat peningkatan nilai IKU sebesar 1,23 poin dari Tahun 2019 ke
2020. Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB
dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin
lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan monev
unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui penanaman seluas
10.270,5 ha yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan
polusi udara.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai IKU Nasional, dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir Nilai IKU NTB berada di atas IKU Nasional. Diperkirakan kondisi IKU NTB
pada tahun 2020 akan berada di atas IKU Nasional.
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Tabel 20. Perbandingan Nilai IKU NTB dengan IKU Nasional

Aspek 2016 2017 2018 2019 2020

IKU

Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB | Nas | NTB

81,61 | 81,20 | 87,03 | 88,02 | 84,74 | 87,17 | 86,56 | 87,40 | NA | 88,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan
PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam
pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan
pemantauan, (2) pelaporan, (3) parameter baku mutu emisi sesuai dengan peraturan
berlaku, (4) pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5)
ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan
pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan
PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban
lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian emisi udara
manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH
kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Upaya peningkatan
indeks kualitas air yang telah disebutkan di subbab sebelumnya berdampak sekaligus
pada penanganan kualitas udara Provinsi NTB. Upaya peningkatan kualitas udara
dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian
pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat penerbitan rekomendasi KLHS dan
AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen dengan masyarakat melalui
program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun kerjasama penanganan dan
pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya.
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Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan
PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam
pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan
pemantauan, (2) pelaporan, (3), parameter baku mutu emisi sesuai dengan peraturan
berlaku, (4) pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5)
ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan
pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan
PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban
lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian emisi udara
manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH
kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Berdasarkan hasil
evaluasi kinerja PROPER, Sebanyak 17 perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 15
perusahaan sudah taat, 2 perusahaan lainnya masih perlu penyempurnaan dalam upaya-
upayanya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2020 terdapat beberapa program/kegiatan melalui APBD Dinas LHK dan
APBN yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja indeks kualitas udara
yaitu :

a. Pemantauan kualitas lingkungan, pengambilan sampel kualitas udara di 10
kab/kota dengan fasilitasi Kementerian LHK.

b. Pengkajian Dampak Lingkungan, upaya yang dilakukan yaitu penilaian
dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL, kunjungan lapangan sebagai rangkaian
proses penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan atau persetujuan UKL-
UPL, monitoring dan evaluasi ke dunia usaha terkait pelaksanaan izin
lingkungan

c. Monitoring dan evaluasi PROPER kepada pelaku usaha, Dinas LHK NTB
melakukan pembinaan dan penilaian atas kepatuhan pelaku usaha untuk
melaksanakan kewajiban pengelolaan LH (air/limbah cair, udara, dan limbah
B3)
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja indeks kualitas udara, dibutuhkan dukungan dari 1 (satu) program yaitu Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Namun, tidak ada slot anggaran khusus dari APBD untuk mendukung pemantauan kualitas
udara. Dana APBD dan APBN Dinas LHK mendukung kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung turut menjadi upaya dalam pencapaian
indeks kualitas udara.

Tabel 21. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Indikator Kinerja Keuangan
N Kinerja l;:%;?;?{ Satuan T Efisiensi
o Sasaran g a:'ge Realisasi | % Target Realisasi %
1 | Indeks Pemantauan | Jumlah titik 70 77 110 1.000.000 1.000.000 | 100 | Efisien
Kualitas Kualitas pemantauan
Udara Lingkungan | baku mutu
udara dan
airnya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Tabel 22. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Udara

Aspek Penggunaan Sumber Daya

orang kepala seksi

Indikator Program/
N Kinerja K & Satuan Waktu ]
0 Sasaran egiatan Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
1 | Indeks Kualitas | Pemantauan | Jumlah titik | Hampir seluruh Seksi Pengendalian | Pengambilan Sarpras penunjang
Udara Kualitas pemantauan | anggaran Pencemaran dan sampel udara seperti mobil
Lingkungan | baku mutu dirasionalisasi Kerusakan sudah sesuai operasional khusus
udara dan dalam rangka Lingkungan hanya | dengan jadwal untuk kebutuhan
airnya penanganan memiliki 2 orang sampling belum
covid-19 staf teknis dan 1 tersedia

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Analisis diatas menjelaskan bahwa dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan, bahwa dalam pencapaian nilai IKU Tahun 2020
telah dilakukan koordinasi intensif sehingga nilai IKU NTB tetap dalam kriteria “Baik”
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3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Target : 60,13
Realisasi : 66,74
Uraian :

Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode
perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu
hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL) dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa
yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6
dari tutupan hutan), ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman
Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Untuk Tahun 2020, nilai IKTL belum dipublikasikan oleh Kementerian LHK. Namun,
Dinas LHK telah melakukan perhitungan mandiri berdasarkan data yang tersedia,
nilainya yaitu sebesar 66,74. Nilai ini merupakan estimasi dan dapat berubah sewaktu-
waktu mengikuti rilis resmi yang akan dikeluarkan oleh Pusdatin KLHK.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60
selama 3 tahun terakhir. Nilai sementara IKTL 2020 meningkat sebesar 0,47 poin dari
tahun sebelumnya.

Tabel 23. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2016-2020

NILAI
INDIKATOR

2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas 60,03 61,27 66,56 65,67 66,74%*
Tutupan Lahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan nilai IKTL Nasional, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Nilai IKTL NTB berada di atas IKTL Nasional. Diperkirakan kondisi IKTL NTB pada
tahun 2020 akan berada di atas IKTL Nasional.
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Tabel 24. Perbandingan Nilai IKTL NTB dengan IKTL Nasional

Aspek 2016 2017 2018 2019 2020

KU Nas NTB Nas Nas NTB Nas Nas NTB | Nas | NTB

57,83 | 60,03 | 56,88 | 57,83 | 60,03 | 56,88 | 62,00 | 65,67 | NA | 66,74*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Progress pelaksanaan penanaman adalah seluas 10.270,5 ha yang didukung oleh APBD,
APBN BPDASHL Dodokan Moyosari, dana swasta (kewajiban atas ijin pinjam pakai
kawasan hutan), penghijauan, dan dana aspirasi anggota DPRD. Luasan penanaman
tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKTL sebesar 0,47 poin dari IKTL 2019
sebelumnya.

Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan
bangunan Konservasi Tanah dan Air yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan
air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir,
sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2020, telah dilakukan
identifikasi lokasi serta groundcheck untuk pembangunan KTA di Tahun 2021. Sebanyak
256 unit KTA direncanakan akan dibangun di Tahun 2021.

Sementara itu upaya dari sisi legalitas, di Tahun 2020 Gubernur NTB mengeluarkan
Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020 perihal Moratorium Penebangan
dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan
adanya Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan dapat Mengatasi kondisi darurat
illegal logging, menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus mata rantai peredaran
kayu illegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan ekosistem
hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain instruksi Gubernur, pengelolaan
hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk : 1) mewujudkan kawasan
hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial, 2)
mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan
efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik
wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan
kolaboratif, dan 4) Menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga
kehidupan serta mencegah kerusakan kawasan hutan.

Adapun beberapa upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara
rinci dijelaskan sebagai berikut:

v Penanaman di dalam dan luar kawasan hutan

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB
telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan
dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan
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untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan
bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman
pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat
di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga
persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global.

Pada tahun 2020, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui
penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 10.270,5 ha melalui dana APBN
dan APBD, serta pihak lainnya. Berikut rincian luas areal kegiatan RHL tahun 2020
yang bersumber dari APBD dan APBN dengan total luasan 10.270,5 ha disajikan

pada tabel berikut.

Tabel 25. Rincian luas areal kegiatan RHL Vegetatif Tahun 2020
No Balai Luas (Ha) Kegiatan Jenis Tanaman
Durian, Kemiri,
Penanaman Hutan .
20 Rakvat Pinang, Jambu
| Balai Tahura Y Mete, Nangka, Pete
Nuraksa Durian, Kemiri,
50 Bibit MPTS Pinang, Jambu
Mete, Nangka, Pete
. Pengembangan )
2 BKPH Rinjani Barat 25 HHBK Kayu Putih
Pengembangan )
25 HHBK Kayu Putih
BKPH Pelangan o Sengon, Kayu
K Bibit Rakyat
3 Tastura 62,5 cbun Bibit Rakya Putih, Alpokat
S Met
125 | Kebun Bibit Rakyat | So-80™ Viete,
Kemiri
Pengembangan ..
25 HHBK Kemiri
BKPH Ampang Demplot Penanaman
* | Riwo 10 RHL Kelor
Pengembangan
25 HHBK Kelor
Demplot Penanaman
10 RHL Kelor
Durian, Kemiri,
18 Pembuatan Bibit Alpokat, Nangka,
MPT Klengk K
5 | BKPH Tambora > chetens, At
Putih
Durian, Kemiri,
18 Pembuatan Bibit Alpokat, Nangka,
MPTS Klengkeng, Kayu
Putih
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No Balai Luas (Ha) Kegiatan Jenis Tanaman
Pengembangan )
Kayu Putih
. | BKPH Rinjani >0 HHBK ayu tu
Timur 200 Pembuatan Bibit Jambu Mete,
MPTS Nangka, Sawo
BKPH Sejorong _ Sengon, Mahoni,
K Bibit Rakyat
7 Mataiyang 125 ebun Bibit Rakya Kemiri, Kluwih
Jatiputih, Mahoni,
Sonokeling,
o Srikaya, Asam,
100 Kebun Bibit Rakyat Kemiri, Jambu
2 BKPH Brang Rea Mete, Nangka,
Pucak Ngengas Gamalina
50 Kebun Bibit Rakyat | Mangrove
Keai
55 egiatan Padat Mangrove
Karya
25 Penanaman RHL Kelor
Pengembangan .
10 HHBK Kayu Putih
9 BKPH Batu Lanteh Nangka, Jeruk,
100 Pembuatan Bibit Rambutan,
MPTS Kelengkeng,
Alpokat, Srikaya
Pengembangan ..
50 HHBK Kemiri
10 | BKPH Orong Telu 125 Kebun Bibit Rakyat
100 Pembuatan Bibit
MPTS
Sengon, Ketapang,
Mahoni, Gmalina
Pembuatan Bibit ’ ’
11 | BKPH Brang Beh 50 embuatan Bibl Trembesi, Nangka,
MPTS
Jambu Mete,
Srikaya
50 Penanaman Hutan Gmalina, Mahoni,
Rakyat Kemiri, Nangka
12 | BKPHR
opang 100 Pembuatan Bibit
MPTS
P RHL Kel
;| BKPH Toffo Pajo 10 chahaman oo
Soromandi Pengembangan .
50 HHBK Kayu Putih




No Balai Luas (Ha) Kegiatan Jenis Tanaman
Pengembangan ..
50 HHBK Kemiri
Pengembangan
25 HHBK Kelor
Pengembangan
25 HHBK Mete
BKPH Madapangga Pengembangan .
14 K
Rompu Waworada 25 HHBK emitt
Pengk
25 cngkayaan Pinang
Tanaman
Pembuatan Bibit ..
50 MPTS Kelor, Kemiri
10 Penanaman HHBK | Bambu
15 | BKPH Ampang
Plampang 125 Kebun Bibit Rakyat
TOTAL 1.983,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Tabel. 26. Rincian pelaksanaan penanaman RHL Tahun 2020 melalui sumber APBN

No Lokasi Luasan (Ha)
1. | BKPH Rinjani Barat 92,5
2. | BKPH Pelangan Tastura 1.022,5
3. | BKPH Rinjani Timur 867,5
4. | BKPH Brang Rea Pucak 487.5

Ngengas
5. | BKPH Sejorong Mataiyang 60
6. | BKPH Orong Telu 12,5
7. | BKPH Ropang 62,5
8. | BKPH Batulanteh 380
9. | BKPH Ampang Plampang 402,5
10. | BKPH Ampang Riwo 769
11. | BKPH Maria Donggomassa 703
12. | BKPH Tambora 283
13. | BKPH Madapangga Rompu

30

Waworada

14. | BKPH Toffo Pajo
. 85

Soromandi
15. | Kabupaten Lombok Timur 1.062,5
16. | Kabupaten Dompu 500

TOTAL 6.820

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
Selain kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBD dan
APBN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berkolaborasi dengan
pihak swasta lainnya melalui pelaksanaan kewajiban RHL oleh para pemegang ijin
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pinjam pakai kawasan hutan yang ada di NTB, sehingga secara keseluruhan, kegiatan
RHL di Provinsi NTB sebagaimana tabel di bawabh ini.

Tabel 27. Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020

No Pelaksana Luas (Ha) Kegiatan
Penanaman Hutan Rakyat,
Dinas LHK (APBD Penanaman HHBK,. Rengkayaan
1 Provinsi NTB) 1.983,5 | Tanaman, Kebup Bibit Rakyat,
Pembuatan Bibit MPTS,
Penanaman RHL
2 BPDAS Dodokan 6.820 | Reboisasi, Bibit Persemaian
Moyosari (APBN) Permanen, Bibit Produktif,
Kegiatan Padat Karya Mangrove,
Pembuatan Tanaman /Kebun
Bibit Rakyat, Pembuatan Kebun
Bibit Desa
3 Pihak Lainnya : 1.237 | Reboisasi
a. PT. Amman Mineral 1.116 | Reboisasi
b. IPPKH Bupati
Sumbawa Bar.at untuk 121 | Reboisasi
Bendungan Bintang
Bango
4 Dana Aspirasi 100 | Bibit produktif
5 Dana Hibah 131 | Penghijauan
JUMLAH 10.270,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
Selain melakukan kegiatan penanaman, Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui
penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air yang berfungsi
untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian
erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tahun 2020, telah dilakukan identifikasi lokasi serta groundcheck untuk pembangunan
KTA di Tahun 2021. Sebanyak 256 unit KTA direncanakan akan dibangun di Tahun

2021

Dinas LHK juga telah melaksanakan pembentukan kelompok tani hutan (KTH)
sebanyak 20 kelompok di KPH se-NTB. Pembentukan KTH pada KPH dan Tahura
dirincikan sebagai berikut :

Tabel 28. Nama pembentukan KHT

No. | Nama KTH Lokasi
Desa Kecamatan Kabupaten
KPH Rinjani Barat
1 Lengkah Lombok
Pakok Bentek Gangga Utara
2 Sadar Lombok
Membangun Bengkaung | Batulayar Barat
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No. | Nama KTH Lokasi
Desa Kecamatan Kabupaten
3 Kertasari
Asmaul Husna | Buwun Mas | Sekotong Lombok
Barat
Blongas
4 . Lombok
Mekar Sari Bentek Gangga Utara
5 Poan Guntur Gunune Sari Lombok
Sejahtera Macan g Barat
6 Pada Pacu Bentek Ganeea Lombok
&8 Utara
7 Lereng Bentek Ganeoa Lombok
Murmas &8 Utara
8 Harapan Maju | Bentek Ganeoa Lombok
Bareng £8 Utara
9 Mur Juring Bentek Ganeoa Lombok
&8 Utara
10 | Beriuk Genah | Sedau Lombok
Narmada
Barat
11 Bukit Kekait Gunune Sari Lombok
Tembolak unung Barat
12 Sekar Wangi | Lembah Sari Lombok
Batulayar
Barat
13 Batu Belah Kekait . | Lombok
Gunung Sari
Barat
14 Serintes Aur | Bentek Ganeoa Lombok
Kowe &8 Utara
15 Tangkur Bila | Bentek Ganeea Lombok
g8 Utara
16 | Tama Ulung | Bentek Ganeea Lombok
g8 Utara
KPH Pelangan Tastura
17 | Karya Tani Batu Praya Barat | Lombok
Jangkih Daya Tengah
KPH Rinjani Timur
18 | Sinar Baru Batu Praya Barat | Lombok
Jangkih Daya Tengah
Tahura Nuraksa
19 Batu
Lembah Duren Karang Keliang Lombok
Sidemen Tengah
Utara
20 ) Karang Batg Lombok
Rajeng Subur | . Keliang
Sidemen Utara Tengah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Program pemberdayaan masyarakat lainnya ialah program Perhutanan Sosial (PS) yang
bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar :
lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Di Provinsi NTB program PS
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dijalankan dalam 3 skema yaitu Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan
Kemasyarakatan/HKm, dan Kemitraaan Kehutanan. Kondisinya sampai dengan 2019
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 29. Kondisi Perhutanan Sosial NTB

No. Skema Perhutanan Luasan (Ha) Jumlah Anggota
Sosial (orang)
1 Hutan Tanaman 3.152,88 2916
Rakyat
2 Hutan Kemasyarakatan 24.271,6 22.223
3 Kemitraaan Kehutanan 20.205,16 11.968

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Upaya lainnya dalam rangka perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan
dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan,
pembinaan Kawasan Eekosistem Esenssial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan
kebakaran hutan dan lahan pada 49 titik seluas 658 ha periode Januari — Desember 2020
yang tersebar di 15 unit KPH dan 1 unit Tahura seperti yang dirincikan pada tabel

sebagai berikut:
Tabel 30. Luasan kebakaran hutan di wilayah KPH dan Tahura
No Wilayah Kerja 'fﬁt:)l
1 2 2
1 | Tahura Nuraksa -
2 | BKPH Rinjani Barat -
3 | BKPH Rinjani Timur 461.06
4 | BKPH Pelangan Tastura 0.64
5 | BKPH Sejorong Mataiyang -
6 | BKPH Brang Beh 7.75
7 | BKPH Brang Rea Puncak Ngengas -
8 | BKPH Ropang -
9 | BKPH Orong Telu -
10 | BKPH Batu Lanteh 1.91
11 | BKPH Ampang Plampang 8.08
12 | BKPH Ampang Riwo 4.60
13 | BKPH Toffo Pajo Soromandi 38.44
14 | BKPH Madapangga Rompu Waworada 4.52
15 | BKPH Tambora -
16 | BKPH Maria Donggomasa 131.00
Jumlah 658.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Operasi pengamanan hutan di areal hutan yang dilakukan oleh Dinas Induk, KPH, dan
Tahura adalah pada areal seluas 19.043 hektar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Luasan pengamanan hutan di wilayah KPH dan Tahura

No Wilayah Kerja F{I(;t;)l
1 3 15
1 | Tahura Nuraksa 720
2 | BKPH Rinjani Barat 98
3 | BKPH Rinjani Timur 1.200
4 | BKPH Pelangan Tastura 3.626
5 | BKPH Sejorong Mataiyang -
6 | BKPH Brang Beh 529
7 | BKPH Brang Rea Puncak Ngengas -
8 | BKPH Ropang 4.687
9 | BKPH Orong Telu -
10 | BKPH Batu Lanteh 340
11 | BKPH Ampang Plampang 2.469
12 | BKPH Ampang Riwo 2.326
13 | BKPH Toffo Pajo Soromandi 452
14 | BKPH Madapangga Rompu Waworada 399
15 | BKPH Tambora 56
16 | BKPH Maria Donggomasa 2.141
Jumlah 19.043

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Operasi ini dilakukan untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi
lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, penanganan
tindak pidana kehutanan secara tuntas juga dilaksanakan oleh Dinas LHK. Jumlah
kasus tindak pidana kehutanan yang dapat terselesaikan di tahun 2020 sebanyak 21
kasus.

Penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB
Tahun 2020 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB.
Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri
dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut
sampai ke tingkat lapangan. Sementara itu upaya dari sisi legalitas, di Tahun 2020
Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020
perihal Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan
dapat Mengatasi kondisi darurat illegal logging, menertibkan peredaran hasil hutan
kayu, memutus mata rantai peredaran kayu illegal antar pulau, serta memberikan jeda
bagi pemulihan kerusakan ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya.
Selain instruksi Gubernur, pengelolaan hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan
Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan
sebagai upaya untuk : 1) mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan
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ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial, 2) mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan
hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi
pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek
pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, dan 4) Menjamin
kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah
kerusakan kawasan hutan.

Operasi pengamanan hutan dilaksanakan di areal hutan seluas 14.074 hektar. Operasi
ini dilakukan untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Terkait dengan ketersediaan SDM,
kondisi tenaga pengamanan hutan tahun 2020 berjumlah 558 orang, belum bertambah
dari tahun 2019 dan kondisi tersebut belum dapat mencapai jumlah SDM ideal untuk

Selain itu juga dilakukan koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari
salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi
jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan
melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan
larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-
batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Selanjutnya, penanganan tindak pidana kehutanan secara tuntas juga dilaksanakan oleh
Dinas LHK. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang dapat tertangani di tahun 2020
sebanyak 21 kasus. Beberapa barang bukti yang diamankan antara lain kayu hutan
berbagai jenis, mesin chainsaw, truk box, dan pick up.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja indeks tutupan
hutan yaitu :

a. Program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial

= Rehabilitasi hutan dan lahan: identifikasi lapangan dalam rangka
penyusunan RTn-RHL, monev kegiatan RHL, dan penanaman luar dan
dalam kawasan seluas 10.270,5 Ha

=  Pengelolaan DAS : Monev dan fasilitasi perencanaan 256 unit KTA
*  Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat: pembentukan 20 KTH
b. Program Pengelolaan Hutan

= Perencanaan dan Tata Hutan : fasilitasi penyusunan 9 dokumen RPHIJP,
sosialisasi tata batas kawasan hutan didampingi BPKH Wilayah VII
Denpasar

= Pengembangan usaha kehutanan : fasiltasi pengembangan kelompok
usaha kehutanan melalui program stimulus ekonomi dalam rangka
penanggulangan Covid-19, berupa hibah pemberian bantuan sarpras
pengolah HHBK sebanyak 118 unit kepada 32 Kelompok Tani Hutan
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* Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan : 3 unit usaha
kehutanan yang telah melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara
tertib

c. Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

» Pencegahan dan pengamanan hutan : operasi pengamanan hutan di 15
KPH dan Tahura

» Penegakan hukum : penyelesaian tindak pidana kehutanan sebanyak 21
kasus

= Konservasi Sumber Daya Alam Hayati : pembinaan Kawasan
Ekosistem Esenssial (KEE)

* Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan : pada 49
tiik seluas 658 ha periode Januari — Desember 2020 yang tersebar di 15
unit KPH dan 1 unit Tahura
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Tabel 32. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan, dibutuhkan dukungan dari 3 program yaitu Program

Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial, Program Pengelolaan Hutan, dan Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem. Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui capaian kinerja per kegiatan

N | Indikator Program Indikator Kinerja Keuangan Efisiensi
0 Kinerja /Kegiatan Kinerja/Satuan
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %
1 | Indeks - Rehabilitasi, Persentase desa 32,30 31,28 96,84 2.574.186.053 2.316.543.144 | 89,99 | Efisien
Kualitas Kerjasama, sekitar hutan
Tutupan dan yang
Lahan Perhutanan diberdayakan
Sosial berbasis
perhutanan
sosial (%)
Persentase 0.53 0,5395 101,79
penurunan luas
lahan kritis (%)
- Rehabilitasi Lokasi areal 16 16 100 158,270,157 149,702,446 | 94,58 | Efisien
hutan dan RHL yang
lahan kritis dimonev dan
(Dinas LHK difasilitasi
induk) perencanaannya
(lokasi)
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Indikator

N A Program Indikator Kinerja Keuangan Efisiensi
o Kinerja /Kegiatan Kinerja/Satuan
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %

- Rehabilitasi Luas areal yang | 3.000 10.270,5 | 81.01 2,176,225,096 1,928,211,867 | 88,60 | Efisien,
hutan dan ditanami karena
lahan kritis (hektar) terdapat
(KPH dan RHL dari
Tahura) dana

APBN
dan
dukungan
pihak lain,
sehingga
total RHL
seluas
10.270,5
(342,35%)

- Pengelolaan Jumlah 40 256 640 118,545,100 117,883,131 | 99,44 | Efisien
DAS (Dinas bangunan KTA
LHK induk) yang dimonev

dan difasilitasi
perencanaannya
(unit)

- Penyuluhan Jumlah 30 20 66,67 121,145,700 120.745.700 | 99,6 | Efisien
dan kelompok
Pemberdayaan | perhutanan
Masyarakat sosial yang

difasilitasi
pembentukannya
(kelompok)
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Indikator

N e Program Indikator Kinerja Keuangan Efisiensi
o Kinerja /Kegiatan Kinerja/Satuan
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %
Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Perlindungan | Rasio 0,0012 0,0006 50 17.651.380.479 | 16.681.538.864 | 94,51 | Kurang
Hutan, Kemampuan efisien,
Konservasi perlindungan dikarenak
Sumber Daya | hutan an
Alam dan sebagian
Ekosistem besar
anggaran
untuk
pembayar
an
honorariu
m tenaga
pengaman
an hutan,
namun
jumlah
tenaga
belum
mencapai
kondisi
ideal
sesuai
target
- Pencegahan Jumlah unit 16 16 100 307,112,700 304,092,700 | 99,02 | Efisien
dan pengelolaan
Pengamanan hutan yang
difasilitasi
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Indikator

N R Program Indikator Kinerja Keuangan Efisiensi
o Kinerja /Kegiatan Kinerja/Satuan
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %
Hutan (Dinas | pencegahan dan
LHK induk) pengamanan
hutan (unit)
- Pencegahan Luas hutan yang | 240.655 | 14.074 5,8 16,859,849,579 | 16,177,261,300 | 95,95 | Efisien
dan dilindungi
Pengamanan (hektar)
Hutan (KPH
dan Tahura)
- Penegakan Jumlah 10 21 210 252,587,900 252,472,900 96,23 | Efisien
Hukum penyelesaian
kasus Tipihut
sampai P21
(kasus)
- Konservasi Jumlah KEE 2 0 0 90,671,600 90,551,600 99,80 | Efisien
dan  Sumber | yang memiliki
Daya  Alam | lembaga yang
Hayati difasilitasi
pembentukannya
(unit)
- Pencegahan Jumlah unit 16 16 100 141,158,700 140,298,600 99,36 | Efisien
dan pengelolaan
Pengendalian | hutan yang
Kebakaran difasilitasi
Hutan dan penanganan
Lahan (Dinas | karhutla (unit)
LHK induk)
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Tabel 33. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Penggunaan Sumber Daya

Indikator Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
N Kinerja Program Kinerja Waktu .
o Sasaran Kegiatan Anggaran SDM Pelaksanaan Sarpras penunjang
1 | Indeks Kualitas | Rehabilitasi | Persentase Anggaran Penanaman
Tutupan Lahan |, desa sekitar | stimulus ekonomi dilaksanakan di
Kerjasama, | hutan yang | dalam rangka akhir tahun
dan diberdayaka | penanganan bertepatan dengan
Perhutanan | n berbasis covid-19 banyak musim hujan
Sosial perhutanan | diarahkan unttuk
sosial penanaman dan
mendukung NTB
Hijau
Persentase
penurunan
luas lahan
kritis
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Perlindunga
n Hutan,
Konservasi
Sumber
Daya Alam
dan
Ekosistem

Rasio
Kemampuan
perlindunga
n hutan

Sebagian besar
anggaran
pengamanan
hutan masih
teralokasi untuk
gaji tenaga
pengamanan
hutan

Kondisi tenaga
pengamanan
hutan di seluruh
KPH dan Tahura
masih jauh dari
kondisi ideal,
hanya 558 orang
dari kondisi ideal
1.802 orang

Pengamanan hutan
dilaksanakan 7
hari/24 jam,
dengan melakukan
kolaborasi intensif
antar KPH,
pengamanan hutan
parsitipatif dari
berbagai
stakeholders

Belum seluruh
tenaga pengamanan
hutan dibekali
dengan alat-alat
perlindungan diri
saat di lapangan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi target
kinerja dan anggaran per kegiatan serta penggunaan sumber daya, dapat ditarik asumsi
bahwa pencapaian berbagai kinerja kegiatan di atas akan menunjang pada pencapaian
peningkatan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan

3.B.1 Neraca Pengelolaan Sampah

Target : 60%
Realisasi : NA
Uraian :

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah
besarn ya angka timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas penanganannya.
Sebagai contoh di Kota Mataram jumlah infrastruktur yang ada hanya dapat mencover
sekitar 70% dari total sampah yang dihasilkan, sisanya 30% tentunya menjadi
permasalahan yang harus kita jawab bersama. Selain itu belum optimalnya peranserta
masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, turut menyebabkan kompleksnya
permasalahan sampah di Provinsi NTB.

Untuk itu dilakukan upaya penanganan dua arah yang pertama melalui upaya peningkatan
efisiensi dan efektivitas dalam sistem penanganan sampah dari TPS hingga di Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA), yang kedua adalah upaya pengurangan jumlah timbulan sampah
melalui pengelolaan sampah secara intensif dari sumber timbulan sampah, sehingga
diharapkan jumlah sampah yang tidak dapat terangkut dapat mencapai tingkat minimum
atau bahkan nol (zero waste).

Terkait dengan upaya pengurangan jumlah timbulan sampah dari sumbernya, pemerintah
provinsi NTB melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi penurunan jumlah
timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA.Agar program ini benar-benar dapat
memberikan manfaat yang optimal dari berbagai aspek, perlu dibangun koordinasi yang
saling bersinergi antara parapihak untuk ambil bagian dalam upaya pengelolaan sampah
berdasarkan perananan dan fungsi masing-masing.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa
pemerintah mendorong upaya pengelolaan sampah organik melalui komposting dan
sampah non organik melalui bank sampah. Kedua kegiatan ini perlu dimasifkan dengan
membentuk kelompok-kelompok pengelola sampah di masyarakat agar sampah sebanyak
mungkin dapat diselesaikan di sumbernya dan hanya tersisa sedikit residu untuk diangkut
ke TPA.
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Dalam rangka mewujudkan hal diatas, Dinas LHK melaksanakan kegiatan bimtek kepada
kelompok pengelola persampahan. Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan
SDM masyarakat desa dalam mengelola sampah dengan metoda 3R (Reduce, Reuse dan
Recycle); memberikan penguatan teknis dalam mengolah sampah organik yang
diintegrasikan dengan kegiatan pertanian dan sampah anorganik melalui bank sampah,;
mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah; serta mendorong upaya peningkatan
ekonomi masyarakat melalui usaha kreatif berbasis bank sampah.

Capaian Kinerja Tahun 2020

Sampai akhir Desember 2020, persentase pengelolaan sampah terhitung sebesar 45,25%,
yang terdiri atas 7,03% pengurangan sampah dan 38,22% penanganan sampah.
Perhitungan persentase tersebut didasarkan pada pencapaian unit-unit pendukung
penanganan dan pengurangan sampah, yang dibandingkan dengan targetnya di tahun 2020
secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 34. Presentase Pengelolaan Sampah

Pengurangan Sampah Penanganan Sampah
Komponen | Satuan | Target | Realisasi | Komponen | Satuan | Target | Realisasi
Bank 334 372 TPST BSF 4 1
Sampah Unit unit
Lubang Unit 4,063 507 TPST RDF unit 1 0
Biopori
Sumur Unit 9,068 100 Pyrolisis unit 1 0
Biopori
Komposter Unit 9,500 6.012 Incinerator unit 2 2
(bag/tong)

TPS3R Unit 26 24 Komposting unit 3 3
di
TPA/TPAR/
TPST/TPST
R
BSF Unit 9 9 Recyling di unit 9 2
MANDIRI TPA
Pengelola - 22
Mandiri Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Di tahun 2019, prosentase sampah terkelola adalah 41.71%, persentase penanganan sampah
sebesar 34,91% dan persentase pengurangan sampah sebesar 6,8%.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi persentase pengelolaan sampah belum mencapai target jangka menengah dalam
renstra (75%)

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator neraca pengelolaan sampah tidak termuat dalam standar nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi
keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk,
bending, laut, dan juga tempat-tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal
ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang
ekonomi masyarakat NTB. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi
NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sampah, sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan kegiatan terkait pengelolaan sampabh.
Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi
Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah, proyeksi timbulan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Provinsi NTB sebesar 2.605,23 ton/hari dan
mencapai 2.784,29 ton/hari pada tahun 2025. Jakstranas, Jakstrada Provinsi dan Jakstarada
Kabupaten/Kota menargetkan neraca pengelolaan sampah sebesar 30% pengurangan dan
70% penanganan pada tahun 2025.

Mempertimbangkan kondisi pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik di
Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2019 - 2023, mencoba
merencanakan akselerasi pencapaian target neraca pengelolaan sampah 2 (dua) tahun lebih
maju dari target nasional yaitu 30% pengurangan dan 70% penanganan di tahun 2023. Untuk
mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Program NTB Zero
Waste sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 —
2023 untuk mencapai Visi NTB Asri dan Lestari.

a. Kondisi Penanganan sampah
Penanganan sampah yang berada di bawah kewenangan Dinas LHK NTB dikelola
oleh UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok mulai Januari 2018. TPA ini
melayani sampah yang masuk dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Peralihan kewenangan ke Provinsi NTB didasari oleh beberapa landasan hukum
antara lain :
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1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram nomor 030/327/LHK
tanggal 17 Desember 2017

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram nomor
027/01.1/PPL.DISLHK/2018 tanggal 2 Januari 2018

3. Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Penunjukan TPA Sampah Regional
Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
nomor 658.1-29 tanggal 2 Januari 2018

Komposisi sampah yang masuk ke TPAR Kebon Kongok antara lain plastik
(23,28%), ranting/daun (20,40%), kertas (14,66%), kaca/beling (10,63%), sampah
dapur (8,62%), logam (7,76%), tekstil (7,18%), karet dan kulit (2%), dan lain-lain
(5,47%). Hasil akhir dari pemrosesan sampah dapat dimanfaatkan menjadi biogas
untuk energy dan lindinya diolah kembali ke dalam IPAL agar tidak mencemari
lingkungan sekitar. Selain itu, sampah yang melewati proses penanganan dengan
berbagi metode diatas (kecuali pemrosesan akhir/landfill) dapat dipergunakan
kembali sebagai 1) bahan baku PLTU, 2) bahan penelitian dan pengembangan serta
masyarakat, 3) bahan baku pirolisis, 4) kompos untuk sektor pertanian dan
perkebunan, 5) bank sampah, dan 6) bahan baku batako dan paving block.

Sampai pada tahun 2020 ini, kerjasama yang sedang berjalan adalah kerjasama
TPAR Kebon Kongok dengan PT Indonesia Power dalam rangka pengolahan sampah
menjadi energy melalui pembuatan SRF. Rencana kerjasama ke depan yang akan
dibangun ialah : 1) Pengelolaan biogas skala besar dengan PT Geo Trash
Management (penangkapan 90% biogas), 2) Pengolahan plastic menjadi BBM
dengan PT Geo Trash Management, dan 3) Pengolahan SRF dengan kapasitas 5 ton/
hari dengan PT GNE.

Permasalahan yang muncul di TPAR Kebon Kongok utamanya dalam penanganan
sampah antara lain :

Lahan TPA yang sudah sangat sempit dan sampah masuk meningkat
Kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir (alat berat, dumptruck)
Permasalahan social yaitu demo oleh masyarakat sekitar

P bh =

Tidak ada fleksibilitas anggaran seringkali menyebabkan kesulitan dalam
penanganan permasalahan operasional terutama awal dan akhir tahun
Pemanfaatan biogas yang perlu dikembangkan

> v

. Lindi yang tidak dapat dikelola maksimal

Sampai dengan tahun 2020, realisasi pengelolaan sampah di NTB sebesar 45,25%,
terdiri dari penanganan sampah TPA Kebon Kongok sebesar 38,22% (995,61
ton/hari) dan pengurangan 7,03% (183,27 ton/hari). Angka penanganan sampah
diperoleh dari operasionalisasi beberapa unit pengolahan sampah di TPA antara lain:
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1) 1 unit TPST Black Soldier Fly/BSF, 2) 2 unit insinerator, 3) 3 unit komposter, dan
4) 2 unit alat recycling.
b. Kondisi Pengurangan sampah

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian NTB Zero Waste di tahun 2020,
ditempuh melalui pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat, pemberian bantuan
mesin pengolah sampah, kendaraan operasional pengangkut sampah, pembuatan
biopori dan pengadaan tong komposter dan komposter bag, aksi clean up di jalan dan
sungai nasional/strategis, serta pembangunan insinerator Limbah B3 infeksius
fasilitas pelayanan kesehatan di TPST Lemer, Lombok Timur.

Dalam pengadaan komposter bag, Dinas LHK bekerjasama dengan Dinas Koperasi
dan UMKM untuk mengadakan sejumlah 4.889 buah yang sudah terdistribusi.
Sedangkan untuk tong komposter sudah diadakan sejumlah 100 unit. Terkait
pengadaan biopori, Dinas LHK membangun kerjasama dengan Pramuka, Puslatmas
KLHK RI, dan PT PLN. Sasaran awal pembuatan biopori diperuntukkan untuk ASN
internal Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, pembuatan sumur biopori lainnya
sudah dilaksanakan dan terbangun di Dusun Ngorok, Desa Kopang Rembida, Loteng
sebanyak 100 unit. Sebagai upaya mendorong komitmen Desa dan Swasta, Dinas
LHK memberikan bantuan mesin bor biopori ke 20 desa wisata.

Tahun 2020 tidak terdapat anggaran pembentukan bank sampah dikarenakan
refocusing anggaran untuk penanganan covid-19, dalam hal ini diarahkan untuk
clean up dan bantuan peralatan pengolah sampah sejumlah +1.300 unit. Clean up
yang dilaksanakan selama tahun 2020 berada di 51 lokasi, dengan melibatkan 3.534
peserta dan berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 53.658 kg sampah. Namun,
Dinas LHK tetap melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Bank
Sampah yang terbentuk di tahun 2018 dan 2019. Pengembangan aplikasi e-smash
sudah mulai dilakukan dengan tahap awal yaitu inputing data bank sampah dan
pembuatan akun. Aplikasi ini berfungsi sebagai media penyampaian data sampah
terkelola secara realtime.

Terkait progress TPST Lemer, Lombok Timur, bahwa sudah terbit I1zin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan IPPKH seluas 4,5 Ha. Izin lingkungan sudah diterbitkan, dan Izin
Mendirkan Bangunan sedang dalam proses. Shelter sedang proses konstruksi, dan
DED jalan akses sudah teranggarkan dalam DPA Dinas PUPR Provinsi NTB. Untuk
TPST RDF, sedang dalam proses penyusunan DED yang akan difasilitasi oleh
Kementerian PUPR.

Sebagai upaya pendekatan ke masyarakat, Dinas LHK berinovasi dengan program
“Bike to Waste”, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan bersepeda santai sambil
mengumpukan sampah di sepanjang rute yang dilewati. Di tahun 2020, sudah
dilaksanakan di 17 lokasi dengan 830 peserta, dan 21.700 kg sampah yang berhasil
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dikumpulkan sepanjang menyusuri rute tertentu. Dilaksanakan setiap minggu,

dengan rata-rata peserta 25 sd 50 orang per minggunya. Kegiatan ini juga

dikolaborasikan dengan beberapa kegiatan lainnya antara lain clean up, pembuatan

lubang biopori, Kampanye, pembinaan komunitas. Rata-rata jumlah sampah yang

berhasil diangkut melalui kegiatan ini adalah 0,5 s/d 1 ton per minggu. Upaya

peningkatan peran serta masyarakat lainnya melalui :

1.

Sosialisasi Gerakan Pilah Sampah dari rumah dan pembuatan lubang biopori
dengan melibatkan 475 peserta

Sosialsasi komposter bag di 25 titik dengan total 910 peserta

Sosialisasi kepada pelajar dan mahasiswa terkait NTB Zero Waste dengan
melibatkan 590 peserta

Membangun kerjasama dengan PT Indonesia Power untuk Pelaksanaan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Sumber
Energi

Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan limbah fasilitas pelayanan
kesehatan

Selain itu, upaya kerjasama penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas LHK

dengan berbagai pihak antara lain :

1.

Kerjasama dengan seluruh Dinas LH Kab/Kota dalam rangka Pengelolaan
Sampah Berbasis Zero Waste

Kerjasama dengan Pengolahan Sampah Organik di Provinsi NTB dengan
Memanfaatkan Teknologi Biokonversi dengan Yayasan Forest For Life
Indonesia

Kerjasama antara Gubernur NTB dengan PT Servos Teknologi Internasional
perihal Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Sampah
di Prov.NTB (dalam proses)

Kerjasama antara BUMDES Mart Desa Sengkol, Kab. Lombok Tengah dengan
FEEDWERKZ PTE.LTD perihal Pengolahan Sampah Organik Di Desa
Sengkol, Pujut — Lombok Tengah Dengan Memanfaatkan Teknologi
Biokonversi (dalam proses)

Kerjasama antara Dinas LHK dengan Univ NU, UNiv Hamzanwadi perihal
Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste (dalam proses)

Kerjasama antara Dinas LHK dengan Univ Mataram dan Univ Muhammadiyah
Mataram perihal Pendampingan dan Pengabdian Masyarakat terkait Program
NTB Bersih (dalam proses)

Kerjasama antara Dinas LHK dengan Balai Jalan Nasional perihal Penghijauan
Lingkungan dan Pembersihan Jalan Nasional
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c. Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di NTB
1. Infrastruktur Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di NTB sangat terbatas.
Berdasarkan data dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB dan DLHK
NTB, infrastruktur pengelolaan sampah yang sudah terbangun berupa :

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) : 9 unit

b. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) : 54
unit

c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) : 3 unit
Pusat Daur Ulang (PDU) : 1 unit

Infrastruktur pengelolaan sampah yang ada, banyak yang tidak berfungsi secara
maksimal. Dari 9 TPA yang beroperasi, hanya TPA Regional Kebon Kongok yang
menerapkan control landfill, sedangkan 8 (delapan) TPA yang ada di
Kabupaten/Kota masih melakukanopen dumping.

TPS3R yang sudah dibangun ada 54 unit sedangkan yang aktif sampai saat ini
hanya 19 unit. Rata-rata permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya biaya
operasional dan kelembagaan pengelola yang tidak berjalan dengan baik. Dari 2
TPST dan 1 PDU yang sudah dibangun, yang beroperasi saat ini hanya 1 unit yang
ada di Kabupaten Lombok Timur. TPST di Gili Trawangan dan PDU di Lombok
Tengah saat ini belum beroperasi karena terkendala covid-19. Kedua fasilitas ini
baru diserahterimakan pada awal 2020.

2. Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Ketersediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Provinsi NTB
sangat tidak memadai. Secara umum, prosentase ketersediaan sarana pengangkutan
sampah di NTB baru mencapai 17%.

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
adalah :

a. Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa

b. Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan
sampah

c. Skema pengurangan sampah berbasis desa, sedangkan saat ini Pemdes
masih fokus BTT untuk stimulus ekonomi

d. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah
(khususnya 3R)

e. Belum bisa dilakukan pembinaan terhadap unit usaha penghasil dan
pengangkut LB3 akibat adanya refocussing anggaran
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Tabel 35. Capaian Indeks Pengelolaan Sampah (%) Tahun 2018-2019

Capaian
Indikator 2019 Target Realisasi
2020 2020
Neraca Pengelolaan Sampah (%) 35 75 45,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan kelompok
persampahan yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan
upaya strategis yang telah dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

b. Kerjasama pengelolaan persampahan, melalui mitra pemerintah, perguruan
tinggi dan pihak swasta

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, melalui
peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pembinaan, pelatihan, dan seminar
nasional, hibah sarpras persampahan untuk masyarakat, aksi bersih sampah
bersama masyarakat
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina, dibutuhkan dukungan dari 2 program
yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut belum dapat dianalisis karena neraca pengelolaan sampah belum tersedia

Tabel 36. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

N Im!ikafor Program Im.iika.tor Kinerja Keuangan o
o Kinerja /Kegiatan Kinerja/ Efisiensi
Sasaran Satuan Target | Realisasi % Target Realisasi %
1. | Neraca program Persentase 15 7,03 46,86 | 12.791.186.318 12.346.018.016 | 96,52 | Kurang efisien
pengelolaa | pengembangan | pengurangan karena ditemukan
n sampah | kinerja sampah banyak kendala
pengelolaan 750 o e 60 3822 | 63.7 dalam — upaya
persampahan penanganan dan
penanganan pengurangan
sampah
sampah
Peningkatan Jumlah 5 19 380 8,770,697,999 8,380,615,114 | 95,55 | Efisien
operasi dan sarana
pemeliharaan | prasarana
prasarana dan | persampahan
sarana yang
persampahan | terpelihara
dan
operasional
(kelompok
jenis)
Kerjasama Jumlah 2 7 100 511,369,119 505,339,119 | 98,82 | Efisien
pengelolaan Kerjasama
persampahan pengelolaan

sampah yang
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N In(!ikafor Program In(.lika.tor Kinerja Keuangan o
o Kinerja /Kegiatan Kinerja/ Efisiensi
Sasaran Satuan Target | Realisasi | % Target Realisasi %
terbentuk
(kerjasama)
Peningkatan Jumlah bank 100 0 0 3,509,119,200 3,460,063,783 | 98,60 | (Target kinerja
peran serta sampah yang 0% dikarenakan
masyarakat terbentuk diarahkan untuk
dalam (unit) clean up dan
pengelolaan bantuan
persampahan peralatan
pengolah sampah
sejumlah £1.300
unit alokasi dana
yang tersedia
untuk kegiatan )

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Tabel 37. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Neraca Pengelolaan Sampah berdasarkan Aspek Penggunaan Sumber Daya

N Indikator Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
o Kinerja Program Kinerja Anggaran SDM Waktu Sarpras penunjang
Sasaran Program Pelaksanaan
1. | Neraca Pengembangan | Persentase Anggaran yang | Terdapat Kegiatan upaya Sedang
pengelolaan | Kinerja pengurangan | tersedia sudah bantuan pengurangan dan mengembangkan
sampah Pengelolaan sampah dan mengarah pada | tambahan SDM | penanganan aplikasi SMASH
Persampahan persentase upaya yaitu satgas zero | sampah oleh TPA agar bisa
penanganan | pengurangan waste dan tim dan bank sampah, | dimanfaatkan oleh
sampah dan penanganan | kreatif edukasi&kampanye | bank sampah sebagai
sampah zero waste, media penyampaian
sosialisasi pilah data pengurangan
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Indikator Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Program Kinerja Anggaran SDM Waktu Sarpras penunjang
Sasaran Program Pelaksanaan

=]

sampah dari rumah | sampah secara
sudah dijalankan realtime
sesuai jadwal

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi target
kinerja dan anggaran per kegiatan, dapat ditarik asumsi bahwa pencapaian berbagai
kinerja kegiatan di atas akan menunjang pada pencapaian peningkatan nilai Neraca
Pengelolaan Sampah

b. Meningkatnya produksi sektor primer

Target : 21,90%
Realisasi : 0,09%
Uraian :

Sasaran ini didukung oleh Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan,
peternakan, perkebunan, perikanan& kehutanan sebagai indikator kinerja
pendukungnya. Berbagai upaya strategis yang dilakukan dalam rangka pencapaian
indikator tersebut dirincikan dalam penjelasan sebagai berikut.

Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas LHK menjadi sektor OPD pendukung yang menyumbang PDRB sektor
kehutanan melalui berbagai kegiatan pendukung antara lain Perencanaan dan Tata
Hutan, Pengembangan Usaha Kehutanan, dan Pengendalian Pengelolaan dan
Peredaran Hasil Hutan. Perhitungan nilai PDRB sepenuhnya menjadi kewenangan BPS
untuk menghitung dan merilis datanya. Berdasarkan baseline rilis data BPS 2020,
PDRB NTB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, sektor kehutanan
hanya menyumbang sekitar 0,09% untuk PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
yaitu sebesar Rp. 114.300.000,-

Menurut BPS, Nilai PDRB ini berasal dari penebangan segala jenis kayu serta
pengambilan daun-daunan, getah getahan, dan akar-akaran, termasuk disini adalah jasa
yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas
yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal
dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan
lainnya.

Untuk tahun 2020, produksi kayu bulat yang bersumber dari Hutan Tanaman Industri
(HTTI) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah sebesar 26.604,56 m>.

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Untuk Tahun 2020, nilai PDRB sektor kehutanan meningkat sejumlah Rp. 4.020.000
dari tahun 2019. Distribusi persentase PDRB juga meningkat sebear 0.01 poin dari
tahun 2019. Pertambahan nilai PDRB tidak hanya berdasar pada jumlah produksi kayu
bulat, dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan
kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan
yang dilakukan atas dasar kontrak.
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Tabel. 38. Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
Kehutanan dan 92.11 93,84 99,43 110,28 1143
Penebangan Kayu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Tabel. 39. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
Kehutanan dan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09
Penebangan Kayu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Dikutip dari buku Statistik Indonesia 2021, pertambahan PDRB sektor kehutanan Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha secara Nasional adalah sebesar 0,7 %

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Pemerintah Provinsi NTB menetapkan program unggulan untuk mendukung
pencapaian indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan “Industrialisasi
HHBK Unggul”, upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil
hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi NTB. Pengembangan HHBK memliki beberapa
manfaat, diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah produk HHBK, mendukung
pengelolaan hutan lestari, meningkatkan PAD dan PNBP, serta pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan melalui usaha produktif. Industrialisasi kehutanan
didorong melalui upaya kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah. Bentuk
kerjasama dengan Pemerintah antara lain :

1. Kerjasama BUMDes (Penyediaan peralatan pengolahan)
2. Kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten
3. Kerjasama penyediaan bibit dengan Dinas LH Kab/Kota

Sedangkan kerjasama dengan non pemerintah antara lain :

1. Kerjasama Inkubasi dan pengolahan dengan dunia usaha
2. Kerjasama sumber pakan ternak di Kawasan hutan
3. Kerjasama Pengolahan Walet, HHBK dengan investor (Bambu, Kayu Putih)
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Industrialisasi kehutanan didukung dengan pengembangan jenis tanaman produktif yang
memperhitungkan kesesuaian lahan. Di Tahun 2020, Dinas LHK NTB fokus pada 4 jenis
industri pengolah hasil hutan kayu dan bukan kayu, antara lain 1) Industri Pengolahan
bamboo, 2) Industri Kayu Lapis, 3) Industri Pengolahan Minyak Atsiri, dan 4) Industri
Pakan Ternak. D1 Provinsi NTB, telah dipetakan titik-titik potensial yang akan menjadi cikal
bakal industrialisasi kehutanan sebagai berikut

Gambar 3. Sebaran Potensial Cikal Bakal Industrialisasi Kehutanan

Sebaran Potensial Cikal Bakal Industri Kehutanan
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Tanaman Kayu Putih merupakan tanaman Pionir mampu hidup dalam lahan kritis dan tidak
dimakan ternak. Saat ini, sudah terdapat pabrik pengolahan minyak kayu putih yang dikelola
oleh KPH Rinjani Barat sebanyak 2 unit di Desa Bentek Kec. Gangga dan Desa Lendang
Luar Kec. Malaka. Total kapasitas produksi 2 unit tersebut sudah mencapai 600 kg/hari.
Minyak kayu putih yang dihasilkan unit KPH Rinjani Barat sudah menghasilkan kadar
sineol di atas SNI. Sedangkan pengolahan minyak kayu putih oleh KPH Batulanteh masih
dalam proses uji coba. Kapasitas penyulingan minyak kayu putih masih berkisar 100
kg/hari.

HHBK lainnya yang sedang dikembangkan adalah Rotan. Rotan akan meningkat nilai
tambahnya jika jenis Rotan Basah diubah menjadi Rotan awet dengan sedikit upaya
pengawetan. KPH Sejorong Mataiyang bersama Bumdes mengelola rotan dengan produksi
200 ton/tahun. Mitra KPH Sejorong Mataiyang adalah KTH Olat Parigi dan BUMDes
Orong Kleta Desa Sekongkang Atas Sumbawa Barat.
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Potensi HHBK Kemiri tersebar di beberapa KPH antara lain tersebar KPH Batulanteh, KPH
Maria Donggomassa, KPH Rinjani Barat, dan KPH Sejorong Mataiayang. Kendala dalam
pengembangan kemiri adalah produk kelompok hanya pada tingkat kemiri glondongan dan
kemiri kupas karena keterbatasan alat pengolahan kemiri. Terkait proses pemasaran, masih
dibutuhkan off taker (pembeli) dan pasar minyak, meski pasar minyak Kemiri cukup
terbuka.

Dalam proses pengembangan industrialisasi HHBK, beberapa upayagencar dilakukan agar
prosesnya berjalan maksimal, antara lain secara intensif melakukan pembinaan
kelompok/masyarakat pengelola produk HHBK, sosialisasi peraturan dengan pemegang ijin
IUPHHK-HTR/TUPHKm, ITUPHHBK, Fasilitasi sapras pengembangan produk HHBK,
sosialisasi regulasi pengolahan dan peredaran hasil hutan (PPHH), pengembangan luasan
penanaman HHBK, (fasilitasi pemungutan PNBP dan PAD, dan meningkatkan sinergitas
antara KPH.

Dinas LHK NTB juga berperan aktif pada kegiatan stimulus ekonomi dalam rangka
penanggulangan Covid-19 berupa hibah pemberian bantuan sarpras pengolah HHBK
sebanyak 118 unit kepada 32 Kelompok Tani Hutan,yang dirincikan sebagai berikut:
Tabel.40.Bantuan sarpras pengolahan HHBK
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Organisasi Penerima Hibah
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No Balai Jenis Mesin Jumlah Nama
L. Alamat
Organisasi
1 | Tahura Mesin pengolahan 1 Paket | KTH Desa karang Sidemen,
Nuraksa coklat/ kakao Selendang | Kec. Batu Kliang
: Rinjani Utara, Kab. Lombok
- Alat pengemas kakao | 1 unit Tengah
- Alat fermentasi coklat | 1 unit
- Mesin string/ mixer 10 | 1 unit
It
- Mesin kupas biji 1 unit
coklat
- Mesin pasta kakao 1 unit
halus
- Mesin pasta kakao 1 unit
kasar
- Mesin press biji coklat | 1 unit
hidrolik
2 | KPH Mesin pengolahan 1 Paket | KTH Ai Desa Batudulang, Kec.
Batulanteh bambu Mena Batulanteh, Kab.
Sumbawa
- Mesin irat bambu 1 unit
- Mesin pembelah 1 unit
bambu
- Mesin peruncing 1 unit
- Mesin poles 1 unit
- Mesin potong bambu 1 unit
- Mesin potong jeruji 1 unit
bamboo
Mesin pengolahan kelor | 1 Paket
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- Mesin packing lunit | BUMDes | Desa Kerekeh, Kec.
: : Batu Unter Iwis, Kab.
- Mesin pembubukan Lunit | poinon g Sumbawa
kelor
- Mesin pengering daun | 1 unit
kelor
- Mesin sortasi serbuk 1 unit
kelor
Mesin pengolahan kopi | 1 Paket | KTH Desa Batudulang, Kec.
: : Brang Batulanteh, Kab.
- Alat pengemasan kopi | | unit Tampu Sumbawa
- Mesin bubuk kopi 1 unit
- Mesin kupas kopi 1 unit
kering
- Mesin roaster kopi 1 unit
- Mesin sangrai kopi 1 unit
kering
3 | KPH Rinjani | Mesin pengolahan jahe | 1 Paket | KTH Desa Perigi, Kec.
Timur : : Lempe Suela, Kab. Lombok
- Mesin cacah rempah 1 unit Waris Timur
- Mesin mixer tepung 1 unit
- Mesin packing 1 unit
- Mesin penepung 1 unit
rempah
- Mesin pengering 1 unit
rempah
- Mesin peras rempah 1 unit
hidrolik
Mesin pengolahan dodol | 1 Paket | HKm Desa Sekaroh, Kec.
sirsak/ srikaya Sekaroh Jerowaru, Kab.
Maju Lombok Timur
- alat cetak dodol 1 unit
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- Mesin blender buah 1 unit
- Mesin pengaduk 1 unit
pemasak
- Oven pengering 1 unit
Mesin pengolahan kopi | 1 Paket | HKm Desa Sapit, Kec. Suela,
: : Dongo Kab. Lombok Timur

- Alat pengemasan kopi | | unit Baru
- Mesin bubuk kopi 1 unit
- Mesin kupas kopi 1 unit
kering
- Mesin roaster kopi 1 unit
- Mesin sangrai kopi 1 unit
kering

4 | KPH Brang Mesin pengolahan umbi | 1 Paket | KTH Desa Lunyuk Rea, Kec.

Beh gadung Melati Lunyuk, Kab.
: Sumbawa

- Deep fryer 1 unit
- Mesin cacah 1 unit
- Mesin cuci 1 unit
- Mesin kupas 1 unit
- Mesin pengering 1 unit
- Mesin peniris (spinner) | 1 unit

5 | KPH Ampang | Alat pengolahan pasca 1 Paket | KTH UD. | Desa Mata, Kec.

Riwo panen madu Putra Tarano, Kab. Sumbawa
Pertama

- Alat penyaring madu 1 unit
- Mesin spinner madu 1 unit
Mesin pengolahan kelor | 1 Paket
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- Mesin packing lunit | KTH Desa Banggo, Kec.
: : Rontu Manggelewa, Kab.

- Mesin pembubukan Lunit | pop gge Dompu

kelor

- Mesin pengering daun | 1 unit

kelor

- Mesin sortasi serbuk 1 unit

kelor

6 | KPH Toffo Alat pengolahan pasca 1 Paket | Kelompok | Desa Daha, Kec. Huu,
Pajo panen madu Tani Dore | Kab. Dompu
Soromandi : : Laju

- Alat penyaring madu 1 unit

- Mesin spinner madu 1 unit

Mesin pengolahan kelor | 1 Paket | Kelompok | Desa Kramat, Kec.
: : : Tani Kilo, Kab. Dompu

- Mesin packing 1 unit Dompu

- Mesin pembubukan 1 unit Juara

kelor

- Mesin pengering daun | 1 unit

kelor

- Mesin sortasi serbuk 1 unit

kelor

Mesin pengolahan kopi | 1 Paket | Kelompok | Desa Mbawa, Kec.

Tani So Donggo, Kab. Bima

- Alat pengemasan kopi | 1 unit Palampi

- Mesin bubuk kopi 1 unit

- Mesin kupas kopi 1 unit

kering

- Mesin roaster kopi 1 unit

- Mesin sangrai kopi 1 unit

kering

7 | KPH Ropang | Mesin pengolahan kopi | 1 Paket Desa Lawin, Kec.
Ropang, kab. Sumbawa
- Alat pengemasan kopi | | unit
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- Mesin bubuk kopi lunit | KTH
. . ——{ Angin
- Mesin kupas kopi Lunit | oo oo
kering
- Mesin roaster kopi 1 unit
- Mesin sangrai kopi 1 unit
kering
Alat pengolahan pasca 1 Paket | KTH Desa Sepukur, Kec.
panen madu Pancar Lantung, Kab.
: : Bulaeng Sumbawa
- Alat penyaring madu 1 unit
- Mesin spinner madu 1 unit
8 | KPH Ampang | Mesin pengolahan 1 Paket | KTH Ai Desa Teluk Santong,
Plampang bambu Turang Kec. Plampang, Kab.
Sumbawa
- Mesin irat bambu 1 unit
- Mesin pembelah 1 unit
bambu
- Mesin peruncing 1 unit
- Mesin poles 1 unit
- Mesin potong bambu 1 unit
- Mesin potong jeruji 1 unit
bambu
9 | KPH Brang Mesin pengolahan kopi | 1 Paket | KTH Desa Marente, Kec.
Rea Puncak : : Bunga Alas, kab. Sumbawa
Ngenas - Alat pengemasan kopi | 1 unit Kopi
10 | KPH Maria Mesin pengolahan jahe | 1 Paket | KTH O1 Desa Maria Utara, Kec.
Donggomasa Rida Wawo, Kab. Bima
- Mesin cacah rempah 1 unit
- Mesin mixer tepung 1 unit




semut
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- Mesin packing 1 unit
- Mesin penepung 1 unit
rempah
- Mesin pengering 1 unit
rempah
- Mesin peras rempah 1 unit
hidrolik
Mesin pengolahan umbi | 1 Paket | KTH Desa Sari, Kec. Sape
gadung Monggo Kab. Bima
Romo
- Deep fryer 1 unit
- Mesin cacah 1 unit
- Mesin cuci 1 unit
- Mesin kupas 1 unit
- Mesin pengering 1 unit
- Mesin peniris (spinner) | 1 unit
Mesin pengolahan dodol | 1 Paket | KTH Desa Sari, Kec. Sape,
sirsak/ srikaya Batawawi | Kab. Bima
- alat cetak dodol 1 unit
- Mesin blender buah 1 unit
- Mesin pengaduk 1 unit
pemasak
- Oven pengering 1 unit
11 | KPH Alat pengolahan pasca 1 Paket | KTH Maju | Desa Pelangan, Kec.
Pelangan panen madu Jaya Sekotong, Kab.
Tastura : : Lombok Barat
- Alat penyaring madu 1 unit
- Mesin spinner madu 1 unit
Mesin olahan gula 1 Paket | KTH Hijau




- Mesin kemasan sachet | 1 unit Desa aik Bual, Kec.
gula semut Kopang, Kab. Lombok
Tengah
12 | KPH Rinjani | Mesin pengolahan 1 Paket | KTH Tioq | Desa Rempek, Kec.
Barat coklat/ kakao Ta Tunaq | Gangga, Kab. Lombok
Utara
- Alat pengemas kakao | 1 unit
- Alat fermentasi coklat | 1 unit
- Mesin string/ mixer 10 | 1 unit
It
- Mesin kupas biji 1 unit
coklat
- Mesin pasta kakao 1 unit
halus
- Mesin pasta kakao 1 unit
kasar
- Mesin press biji coklat | 1 unit
hidrolik
Mesin pengolahan gula | 1 Paket | KTH Bukit | Desa Kekait, Kec.
aren Tembolaq | Gunung Sari, Kab.
Lombok Barat
- Alat cetak gula aren 1 unit
- Mesin kristalisasi gula | 1 unit
aren
13 | KPH Alat pengolahan rotan 1 Paket
Sejorong : :
Mataiyang - Alat poles rotan 1 unit KTH Desa Lalar Liang, Kec.
Taruna Taliwang, Kab.
Mengadang | Sumbawa Barat
- Mesin serut rotan 1 unit KTH Sinar | Desa Mujahidin, Kec.
Regalu Brang Ene, Kab.
Sumbawa Barat
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- Tong press rotan lunit | KTH Ai Desa Mataiyang, Kec.
Sanger Brang Ene, Kab.
Sumbawa Barat
Mesin olahan gula 1 Paket | KTH Jalit | Desa Tongo, Kec.
semut Lestari Sekongkang, Kab.
Sumbawa Barat
- Mesin kemasan sachet | 1 unit
gula semut
Mesin pengolahan gula | 1 Paket | KTH Jalit | Desa Mataiyang, Kec.
aren Pamurung | Brang Ene, Kab.
Sumbawa Barat
- Alat cetak gula aren 1 unit
- Mesin kristalisasi gula | 1 unit
aren
14 | KPH Mesin pengolahan kelor | 1 Paket | KTH Sinar | Desa Tambora, Kec.
Tambora Tambora Pekat, Kab. Dompu
- Mesin packing 1 unit
- Mesin pembubukan 1 unit
kelor
- Mesin pengering daun | 1 unit
kelor
- Mesin sortasi serbuk 1 unit
kelor
15 | KPH Alat pengolahan pasca 1 Paket | KTH Mori | Desa Diha, Kec. Belo,
Madapangga | panen madu Sama Kab. Bima
Rompu . .
Waworada - Alat penyaring madu 1 unit
- Mesin spinner madu 1 unit
Mesin pengolahan 1 Paket | KTH Oi Desa Diha, Kec. Belo,
mente Sili Kab. Bima
- Alat kupas biji mente 1 unit
- Deep fryer 1 unit
penggorengan
- Mesin peniris minyak | 1 unit




- Mesin vacuum sealer 1 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Terkait indikator kinerja jumlah wunit usaha kehutanan yang melaksanakan
penatausahaan hasil hutan secara tertib, terdapat 18 unit usaha kehutanan yang
melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib.

Dinas LHK juga telah melaksanakan pendampingan dan bantuan fasilitasi penyusunan
9 dokumen RPHJPd. Selain itu, dilaksanakan juga sosialisasi tata batas kawasan hutan
se Pulau Lombok dan Sumbawa yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VII Denpasar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja pertambahan
nilai PDRB yaitu :
a. Program Pengelolaan Hutan

* Perencanaan dan Tata Hutan : fasilitasi penyusunan 9 dokumen RPHJP,
sosialisasi tata batas kawasan hutan

* Pengembangan usaha kehutanan : hibah pemberian bantuan sarpras
pengolah HHBK sebanyak 118 unit kepada 32 Kelompok Tani Hutan

» Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan : terdapat 18 unit
usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara
tertib
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan,
perikanan dan kehutanan, dibutuhkan dukungan dari Program Pengelolaan Hutan.

Tabel 41. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Pertambahan PDRB sektor Kehutanan berdasarkan Aspek Penggunaan Sumber Daya

. Indikator Aspek Penggunaan Sumber Daya
N Indikator Program Kinerja
Kinerja g J Anggaran SDM Waktu Sarpras penunjang
0 /Kegiatan Program /
Sasaran . Pelaksanaan
Kegiatan
1 | Pertambahan | Pengelolaan Persentase Anggaran Pembinaan Sudah sesuai Melalui stimulus
Nilai PDRB | Hutan desa sekitar penanganan kelompok/masy | dengan jadwal ekonomi dalam
sektor hutan yang covid diarahkan | arakat pengelola | rencana rangka penanganan
pertanian diberdayakan | untuk produk HHBK | pelaksanaan covid — 19,
tanaman melalui mendukung dan sosialisasi kelompok tani hutan
pangan, pembentukan | program ini berbagai diberikan bantuan
peternakan, kelompok regulasi terkait fasilitasi sarpras
perkebunan, HHBK dan dibantu oleh mesin dalam rangka
perikanan Jasling tenaga teknis pengembangan
dan ASN dan HHBK
Cakupan
kehutanan Luas penyuluh
P kehutanan yang
engembang dai
an HHBK mema

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Tabel 42. Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Pertambahan PDRB sektor Kehutanan berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

N | Indikator Program Kinerja Keuangan o
o Kinerja /Kegiatan Satuan Efisiensi
Sasaran Target | Realisasi % Target Realisasi %
1 Pertambahan | Program Persentase desa 31,69 4712 148,69 | 11.931.277.128 10.995.836.226 | 92,16
Nilai PDRB | Pengelolaan sekitar hutan
sektor Hutan yang
pertanian diberdayakan
tanaman melalui
pangan, pembentukan
peternakan, kelompok
perkebunan, HHBK dan
perikanan Jasling
dan Cakupan Luas | 5,08 | 0,19 | 3,74
kehutanan p b
engembangan
HHBK
- Perencanaan Jumlah RPHJPd 12 9 75 144,270,000 144,066,200 Efisien
dan Tata yang disusun dokumen
Hutan (dokumen) RPHIJPd
- Pengembanga | Jumlah 12 32 266,7 1,351,480,200 | 1,244,607,900 Efisien
n Usaha kelompok usaha
Kehutanan kehutanan yang
(Dinas LHK difasilitasi
induk) pengembangann
ya (kelompok)
- Pengembanga | Jumlah Unit 47 67 142,5 10,342,852,172 | 9,514,527,370 Efisien
n Usaha Produksi Gaharu
Kehutanan dan HHBK
(KPH dan Lainnya
Tahura) (ijin/usaha)
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- Pengendalian
Pengolahan
dan Peredaran
Hasil Hutan

Jumlah unit
usaha kehutanan
yang
melaksanakan
penatausahaan
hasil hutan
secara tertib
(unit)

10

18

180

Unit usaha
kehutanan
yang telah
melaksana
kan
kewajiban
penatausa
haan hasil
hutan
secara
tertib di
NTB
adalah 18
unit,
belum
mencapai
target
yang
ditetapkan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Melihat efisiensi yang dianalisis melalui perbandingan persentase realisasi target kinerja dan anggaran per kegiatan, serta analisis
melalui 4 aspek penggunaan sumber daya, dapat ditarik asumsi bahwa pencapaian berbagai kinerja kegiatan di atas akan menunjang

pada pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor kehutanan
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Adapun rekapitulasi capaian program/kegiatan per urusan disampaikan sebagaimana di
bawah ini :
1. Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020
diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 2 program
pokok dan 10 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020

Sasaran Capaian indikator Kinerja
No Program Kegiatan . .
program Uraian Target Realisasi
DINAS LHK
1. | Pengembangan |[Meningkatnya | Peningkatan | Clean up 15 kali 15 kali
kinerja Upaya Peran Serta jalan/lokasi
pengelolaan Pengendalian | Masyarakat strategis
persampahan  [Pencemaran dalam
da}n Perusakan | Pengelolaan Clean up 13 kali 13 kali
Lingkungan Persampahan . .
. sungai/pantai
Hidup
“Bike To Waste” 13 rute 13 rute
Sosialisasi pilah 24 desa 24 desa

sampah dari
rumah tangga,
dengan metode
lubang biopori
dan komposter
bag

Edukasi dan 1 Tahun 1 Tahun
kampanye NTB
Zero Waste

Bantuan mesin 4 unit 4 unit
pengolah sampah
The Doro

Bantuan alat 8 paket 8 paket
pelindung diri
(APD) untuk
pemulung di TPA
kab/kota se
Provinsi NTB
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Sasaran Capaian indikator kinerja
No Program Kegiatan . .
program Uraian Target Realisasi
Bantuan tong 100 unit 100 unit
komposter
Bantuan alat 25 unit 25 unit
biopori
Bantuan bak 150 unit 150 unit
sampah 3 warna
Bantuan mesin 8 unit 8 unit
pengolahan
sampah the
maggot
Bantuan mesin 20 unit/20 20 unit/20
bor biopori desa desa
Bantuan mesin 3 unit 3 unit
pengolah sampah
plastik
Bantuan motor 2 unit 2 unit
sampah listrik 3
roda
Bantuan goodie 1000 buah 1000 buah
bag dan tumbler
Bantuan tempah 36 unit 36 unit
sampah beroda
Bantuan 1200 buah 1200 buah
operasional
tenaga kebersihan
Biomiru 1 paket 1 paket
Kerjasama Bahan Bantuan 1 paket 1 paket
pengelolaan | pakan ternak
persampahan | dari magot BSF
ke peternak
Bantuan pupuk 1 paket 1 paket
cair organik
bagi petani untuk
pengembangan
pertanian
Penyusunan 1 paket 1 paket
UKL-UPL dan

izin
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No Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Lingkungan
insenerator
Buwun Mas

Peningkatan
operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan

Bio Aktivator
untuk Pengolahan
Sampah Jadi
Pelet

160 liter

160 liter

Alat Pelindung
Diri (APD) bagi
Tenaga

kerja TPA
Regional & TPST
Regional

1 paket

1 paket

Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
TPA Regional

1 paket

1 paket

Peningkatan
Kinerja IPAL

1 paket

1 paket

Pengadaan
Kendaraan Roda
4 untuk
operasional

1 unit

1 unit

Biogas Analyzer

1 unit

1 unit

Pengadaan Alat
Pemadam
Kebakaran

3 unit

3 unit

Pengadaan hidran
suplai Pemadam
Kebakaran

1 paket

1 paket

Alat pengukur pH
dan suhu

1 unit

1 unit
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Pembangunan
Gedung Kantor
Insenerator
Buwun Mas

1 paket

1 paket

Penataan Lahan
Lokasi
Insinerator
Buwun Mas

1 paket

1 paket

Pengadaan Pagar
Lokasi
Incenerator
Buwun Mas

1 paket

1 paket

Pengadaan
Rambu Jalan
Area TPA
Regional Kebon
Kong

1 paket

1 paket

Pengadaan Jalan
Khusus untuk
Operasional
Insinerator
Buwun Mas

1 paket

1 paket

Pengadaan
instalasi jaringan
pipa gas

1 paket

1 paket

Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup

Mengurangi
tingkat
pencemaran
lingkungan
hidup

Pemantauan
Kualitas
Lingkungan

Jumlah titik
sampel kualitas
air dan udara

70 titik
sampel

77 titik
sampel

Pengkajian
Dampak
Lingkungan

Jumlah
Amdal/UKL-
UPL/DELH/DPL
H yang dikaji
dan dinilai

10 dokumen

51 dokumen

Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan

Jumlah kasus
kerusakan
lingkungan yang
ditangani

10 kasus

14 kasus

Pengelolaan
Kebijakan
Lingkungan
Hidup

Jumlah dokumen
KLHS yang
divalidasi

10 dokumen

& dokumen
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No

Program

Sasaran
program

Kegiatan

Capaian indikator kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup

Jumlah
masyarakat yang
ditingkatkan
kapasitasnya
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup

300 orang

300 orang

Pengelolaan
sampah dan
limbah b3

Jumlah unit
usaha/ kegiatan
penghasil dan
pengumpul
limbah B3 yang
tertib aturan

10
perusahaan

15
perusahaan

Meningkatnya
pelayanan
pengujian
kualitas
lingkungan

Pengembang
an

Laboratorium

Lingkungan

Belanja Kalibrasi
Alat dan Belanja
Uji
Profesiensi/Uji
Banding

1 paket

1 paket

Biaya
Permohonan
Asesmen awal

1 paket

1 paket

Kaji Ulang
management dan
Audit Internal

1 kegiatan

1 kegiatan

Jumlah parameter
yang dapat di uji
di Lab

5 parameter

5
parameter

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

81|LAKIP Tahun 2020




2. Kehutanan
Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dengan 3 program pokok dan 10 kegiatan, sebagaimana pada
tabel berikut.

Tabel 44. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020
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Sasaran Capaian indikator kinerja
No Program Kegiatan . .
program Uraian Target Realisasi
DINAS LHK
1 | Perlindungan | Meningkatn | Pencegahan Satgas 1 Tahun 1 Tahun
Hutan, ya upaya dan pencegahan dan
Konservasi Perlindunga | Pengamanan pemberantasan
Sumber n Hutan dan | Hutan perusakan hutan
Daya Alam konservasi Provinsi NTB
dan Ekosistem | sumberdaya Satgas Pengendali 1 Tahun 1 Tahun
alam dan Operasi
ekosistem Perusakan Hutan
Provinsi NTB
Jumlah unit 16 unit 16 unit
pengelolaan hutan
yang difasilitasi
pencegahan dan
pengamanan
hutan
Luas hutan yang 240.655 ha 19.043 ha
dilindungi
Rapat Koordinasi | 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelindungan
Penjagaan di Pos 5 orang/4 5 orang/4
Pemeriksaan bulan/3 bulan/3
Hasil hutan lokasi lokasi
bersama
masyarakat
Penegakan penyelesaian 10 kasus 21 kasus
Hukum kasus Tipihut
Kehutanan sampai P21
Konservasi Pembinaan 2 unit 2 unit
dan Sumber kelembagaan
Daya Alam KEE
Hayati
Pencegahan Jumlah unit 16 unit 16 unit
dan pengelolaan hutan
Pengendalian | yang difasilitasi
Kebakaran penanganan
Hutan dan karhutla
Lahan Jumlah titik api 84 titik 49 titik
yang dikendalikan
2 | Rehabilitasi, Menurunny | Rehabilitasi Monitoring dan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kerjasama, a luas lahan | Hutan dan evaluasi
dan kritis Lahan Kritis persemaian
Perhutanan Pembinaan dan 15 KPH dan | 15 KPH dan
Sosial monitoring 1 Tahura 1 Tahura
evaluasi RHL
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Pengelolaan
DAS

Identifikasi
pembangunan
KTA 2021

40 unit

256 unit

penyusunan
RTnRHL
bangunan sipil
teknis

1 dokumen

1 dokumen

Penyuluhan
dan
pemberdayaan
masyarakat

Fasilitasi
pembentukan
kelompok PS

30
kelompok

20
kelompok

Luas areal
Perhutanan Sosial
(PS)

47,629.64
Ha

47,629.64
Ha

Jumlah anggota
masyarakat yang
terlibat dalam PS

37.107
orang

37.107
orang

Pengelolaan
Hutan

Meningkatn
ya upaya
pengelolaan
hutan

Perencanaan
dan Tata Hutan

Fasilitasi
penyusunan
dokumen RPHJP

12 dokumen
RPHJPd

9 dokumen
RPHIJPd

Sosialisasi tata
batas kawasan
hutan

15 KPH dan
Tahura

15 KPH dan
Tahura

Pengembangan
usaha
kehutanan

Jumlah kelompok
tani hutan yang
diberikan bantuan
peralatan
pengolahan
HHBK

12
kelompok

32
kelompok

Sosialisasi
IUPHHK

2 pemegang
ijin

2 pemegang
ijin

Sosialisasi
Kelompok Tani
Hutan

2 kelompok

2 kelompok

Jumlah Unit
Produksi Gaharu
dan HHBK
Lainnya (unit
usaha)

47
ijjin/usaha

67 1jin/usaha

Pengendalian
Pengelolaan
dan Peredaran
Hasil Hutan

Jumlah unit usaha
kehutanan yang
melaksanakan
penatausahaan
hasil hutan secara
tertib

10 unit

18 unit

Pengelolaan
Hutan

Meningkatn
ya upaya
pengelolaan
hutan

Pengembangan
usaha
kehutanan

Sarpras HHBK
stup madu dan
koloni lebah

1 paket

1 paket

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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Terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas LHK NTB telah mencapai PAD
sebesar Rp. 6.116.245.244,- atau melampaui 83,44 % dari target yang ditetapkan. Target
PAD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 7.330.313.772,- bersumber dari pelayanan jasa
cetak peta, uji laboratorium, jasa usaha pemanfaatan HHBK, dan jasa lingkungan/tempat
rekreasi. Berikut adalah rincian pencapaian PAD Dinas LHK dari berbagai sumber.

Tabel 45. Realisasi PAD Dinas LHK Tahun 2019

No. Sumber PAD Target PAD Realisasi PAD
(Rp.) (Rp.)

1. Jasa cetak peta 2.000.000 50.164.298

2 Jasa P3 Hasil Hutan 48.000.000 43.050.000

3. Uji laboratorium lingkungan 282.304.000 372.168.500

4. Jasa wisata alam 6.650.000.000 5.214.465.275

5. Penjualan HHBK 348.009.772 481.631.671

6. Pendapatan lain-lain - 4.765.000
TOTAL 7.330.313.772 6.116.245.244

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup dan

kehutanan di

atas

masih menghadapi

beberapa permasalahan/kendala dalam

penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut

Tabel 46. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2020
MISI/ PROGRAM
UNGGULAN PERMASALAHAN SOLUSI
MISI 4 /NTB Maraknya 1) Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap
HIJAU penebangan dan informasi dari salah satu KPH langsung

peredaran hasil hutan
kayu illegal di
kawasan hutan

ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau
yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil
hutan illegalnya

2) Operasi pengamanan hutan gabungan

3) pendekatan ke masyarakat

4) adanya kebijakan Gubernur berupa instruksi
Gubernur perihal Moratorium Penebangan dan
Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tingginya aktivitas
masyarakat dalam
Kawasan Hutan
terutama disekitar
lokasi RHL

1) Peningkatan pengawasan oleh KPH
2) Pembinaan kepada masyarakat, agar diarahkan
untuk pemanfaatan kawasan hutan secara legal
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MISI / PROGRAM

UNGGULAN PERMASALAHAN SOLUSI
MISI 4 /NTB ZERO | Belum optimalnya Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti
WASTE penanganan sampah | APBN dan CSR dari pihak swasta, serta

karena jumlah sarana
angkutan sampah di
Kabupaten/Kota
masih minim (17%
dari kebutuhan).

mendrong Pemerintah Desa untuk pengadaan
sarana pengangkutan

Banyak tempat
pengolahan sampah
(TPS3R) yang tidak
aktif

Revitalisasi TPS3R terutama lembaga pengelola
dan perlu pendampingan yang lebih intensive dari
DLHK NTB dan DLH Kab/Kota

Belum tersedia data
infrastruktur
pelayanan
persampahan
berbasis desa

Bekerjasama dengan DPMPD untuk melibatkan
pendamping desa dalam pengumpulan data

Kabupaten/Kota
masih fokus pada
penanganan sampah.

Berkolaborasi dengan DLH Kab/Kot. dalam
sosialisasi gerakan pilah dan olah sampah dari
rumabh, serta berkerjasama dengan perguruan
tinggi untuk pendampingan dan pengambdian
masyarkat

Belum optimalnya
skema pengurangan
sampah berbasis
desa, sedangkan saat
ini Pemdes masih
fokus BTT untuk
stimulus ekonomi.

Mendorong tumbuhnya inisatif dari kelompok-
kelompok masyarkat dalam pengelolaan sampah
secara mandiri dan mengintensifkan
pendampingan terhadap kegiatan pengolahan
sampah yang sudah ada seperti bank sampah

Masih minimnya
keterlibatan
masyarakat dalam
pengelolaan sampah
(khususnya 3R)

Mendorong partisipasi masyarakat melalui
sosialiasi dan edukasi gerakan pilah dan olah
sampah dari rumah, sereta revitalisasi gotong
royong

Belum adanya
industri pengolahan

Mendorong pihak swasta untuk pembangunan
pusat-pusat pengolahan sampah, merealisasikan
rencana Pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah
Terpadu di Buwun Mas Lombok Barat, dan
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MISI / PROGRAM

UNGGULAN PERMASALAHAN SOLUSI
sampah bersekala mencari pendanaan di luar APBD untuk
besar di NTB pembangunan Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) di setiap Kabupaten/Kota
MISI S/ Data potensi HHBK | Perlu dilakukan inventarisasi potensi HHBK
INDUSTRIALISASI | unggul masih unggul di setiap KPH
berupa data
indikatif, sehingga
perhitungan
kapasitas produksi
belum bisa
dipastikan
HHBK unggul lokal | Perlu dibangun/dicari investor industry
yang cukup banyak | pengolahan rotan dan bambu laminasi di NTB,

potensinya seperti
rotan dan bambu
belum ada industri
pengolahan di
dalam daerah
sementara perajin
dan usaha pengolah
lanjutan cukup
banyak di NTB,
sehingga bahan
baku harus dibawa
ke Surabaya atau
Bali untuk diolah di
sana dan kemudian
dibeli kembali oleh
perajin NTB untuk
dibuat barang
kerajinan

sehingga rantai produksi bisa menjdi lebih pendek
untuk memasok kebutuhan usaha perajin di dalam
daerah.

Produksi HHBK
unggul skala
kelompok (kopi,
gula aren/semut,
madu, minuman
serbuk mpon2)
masih belum bisa
memenuhi

Perlu dihubungkan dengan link2 perbankan untuk
bisa mengakses pinjaman lunak dll.

Perlu pendampingan yang lebih intensif terutama
dari penyuluh agar kelompok dapat mengelola
bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik
dari segi kuantitas kualitas dan kontinuitasnya.
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MISI / PROGRAM
UNGGULAN

PERMASALAHAN

SOLUSI

permintaan pasar
secara kontinyu,
karena terkendala
faktor modal, bahan
baku, dan faktor
manajemen lainnya

Perlu terus diberikan peningkatan kapasitas petani
khususnya dalam hal manajemen usaha.

Database usaha
Kelompok
Pengolahan HHBK
belum optimal dan
dinamis

Perlu di-update dilaporkan ke Dinas oleh
KPH/Tahura setiap semester atau minimal
setahun sekali mencakup progress (volume)
produksi/ bulan dan harga jualnya dari kelompok .
Data tersebut selanjutnya dituangkan dalam
bentuk catalog/direktori HHBK yang
dipublikasikan secara online dan offline dan di-
update secara berkala

Direktori HHBK tersebut selanjutnya
diitegrasikan ke NTB Mall dan aplikasi2 pasar
lainnya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

A. Realisasi Anggaran

1. Sumber Anggaran Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas LHK NTB Tahun 2019-
2023. Adapun target dan realisasi anggaran per program kegiatan Dinas LHK NTB Tahun
2019 adalah sebagai berikut :

1.1

Sumber Dana APBD 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas LHK
Provinsi NTB Tahun 2020, jumlah alokasi anggaran Tahun 2020 adalah sebesar Rp.
101.540.911.634.,- Dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 45.464.306.891,-
b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 56.076.604.743,-

Untuk BL, terdiri dari 10 program dalam bentuk 5 program rutin dan 5 program
prioritas. Adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
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Tabel 47. Realisasi per Program untuk Tahun 2020

Sumber Daya Aparatur

Realisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) R v
P. (]
1 Meningkatnya a. Indeks Kualitas Pengendalian 1.189.356.422 1.091.543.592 91,77
kualitas daya dukung Air Pencemaran dan
dan daya tampung b. Indeks Kualitas Kerusakan LH
lingkungan hidup Udara
a. Indeks Kualitas Rehabilitasi, Kerjasama, 2.574.186.053 2.316.543.144 89,99
Tutupan Lahan dan Perhutanan Sosial
Perlindungan Hutan, 17.651.380.479 16.681.538.864 94,51
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Ekosistem
a. Neraca Pengembangan Kinerja 12.791.186.318 12.346.018.016 96,52
Pengelolaan Pengelolaan
Sampah Persampahan
2 Meningkatnya Pertambahan nilai Pengelolaan Hutan 11.931.277.128 10.995.836.226 92,16
produksi sektor PDRB sektor
primer kehutanan (%)
Program penunjang/rutin Pelayanan Administrasi 5.877.217.093 5.548.092.789 94,40
Perkantoran
Peningkatan Sarana 2.482.080.600 2.297.770.666 92,57
Prasarana Aparatur
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas 126.691.294 112.393.227 88,71
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Realisasi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) R v
P. (]
Pengembangan Sistem 1.192.475.628 1.055.235.600 88,49
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Kapasitas 260.753.728 250.100.200 95,91
Pengelolaan Keuangan
Daerah
TOTAL 56.076.604.743 52.695.072.324 93,97
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Tabel 48. Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

No

Tahun Pagu (Rp) Realisasi (%)

BTL BL Total Keu | Fisik

2019 48.476.149.400 | 60.450.567.510 | 108.926.716.910 | 94,51 | 98,68

2020 45.464.306.891 | 56.076.604.743 | 101.540.911.634 | 95,55 | 97,59
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, jumlah anggaran pada Tahun 2019 mengalami
penurunan sebesar + 6,78 %. Hal ini antara lain disebabkan karena refocusing
anggaran dalam rangka mendukung stimulus ekonomi untuk penanganan covid-19.

Namun demikian, alokasi anggaran tersebut akan terus bersifat dinamis
mengikuti dinamika perubahan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga dengan capaian realisasi
anggarannya. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya penurunan jumlah anggaran di
Tahun 2018 karena adanya kebutuhan daerah untuk pelaksanaan Pemilukada pada
Tahun 2018. Namun secara keseluruhan, dukungan untuk Sektor LHK tetap menjadi
salah satu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di NTB.

Terjadi penurunan capaian realisasi, dimana pada Tahun 2020 capaian realisasi
anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
menurun 5,75 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 .

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020

Realisasi per Belanja Realisasi (%)
No Tahun
BTL BL Keu Fisik
I 2019 46.367.730.219 | 56.579.026.352 94,51 98,68
(95,65%) (93,60%)
2 2020 44.186.367.761 | 52.837.911.960 95,55 97,59
(97,19%) (94,22%)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020
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BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB  Tahun 2020 ini  merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi amanat sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP dan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan
fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran
2020. Pelaksanaan tugas ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan
Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan capaian realisasi, dimana pada Tahun 2020 capaian realisasi
anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menurun 5,75 %
jika dibandingkan dengan tahun 2019.

2. Adapun beberapa capaian program Dinas LHK menunjukkan hasil yang melebihi
dari yang telah ditargetkan sebagai berikut :

a. Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya, realisasi 10
lokasi dari target 2 lokasi

b. Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan
kelompok HHBK dan Jasling, realisasi 47.12 % dari target 40.95%

c. Cakupan Luas Pengembangan HHBK, realisasi 0.19% sesuai dengan target
5.08%

d. Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan
sosial, realisasi 31.28 % dari target 41.56%

e. Persentase penurunan luas lahan kritis, realisasi 0.5395% dari target 0.53%

f. Rasio Kemampuan perlindungan hutan, realisasi 0,0006% dari target
0,0009% (dikarenakan penambahan jumlah pamhut belum mencapai jumlah
ideal untuk mengcover seluruh kawasan hutan)

3. Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian program unggulan yaitu :

a. Maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan
hutan
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b. Belum optimalnya penanganan sampah karena jumlah sarana angkutan
sampah di Kabupaten/Kota masih minim (17% dari kebutuhan)

c. Belum optimalnya skema pengurangan sampah berbasis desa

d. Produksi HHBK unggul skala kelompok masih belum bisa memenuhi
permintaan pasar secara kontinyu, karena terkendala faktor modal, bahan
baku, dan faktor manajemen lainnya

4. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja
yang lebih baik ke depannya antara lain :

a. Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH
langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan
peredaran hasil hutan illegalnya

b. Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti APBN dan CSR dari pihak
swasta, serta mendrong Pemerintah Desa untuk pengadaan sarana
pengangkutan

C. Mendorong tumbuhnya inisatif dari kelompok-kelompok masyarkat dalam
pengelolaan sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan
terhadap kegiatan pengolahan sampah yang sudah ada seperti bank sampah

d. Melakukan pendampingan yang lebih intensif terutama dari penyuluh agar
kelompok dapat mengelola bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik
dari segi kuantitas kualitas dan kontinuitasnya, serta melakukan peningkatan
kapasitas petani khususnya dalam hal manajemen usaha

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 ini
dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. Laporan ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyempurnaan
pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang.
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